2J4 A2l
U:E

STUDI PERWAKAFAN TANAH MILIK
DI KECAMATAN ILIR BARAT Il KOTA PALEMBANG
PROPINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977

Tesis S2

Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP

Oleh :

LINA LESTARI, SH
B4B 001 153

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

!

5 -FRe A ONMD




STUDI PERWAKAFAN TANAH MILIK
- DIKECAMATAN ILIR BARAT Il KOTA PALEMBANG
PROPINS| SUMATERA SELATAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977

TESIS

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 September 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Oleh :
LINA LESTARI,SH
B4B 001 153
Telah disetujui
Oleh
Pembimbing Utama Ketua Program Studi
Magister  Kenotariatan
L
St Ry
Prof. Abduflah Kelib, SH. Prof. 1.G.N. SUGANGGA,SH.
NIP.¥30 354 857 NIP. 130 359 063

A oty ot

UPT-PUSTAK-UNDIP [
Mo. Daft: 2T/ T./.‘?\.W.O.‘T/ /ed

Tl L2 oy

T —— .




1

Semarang, 15 September 2003
_ Kupersembahkan kepada:
* Ayahanda dan ibunda yang tercinta dan tersayang

Ayah-Bunda,

Dari lahir hingga kini

Engkau tiada henti-hentinya

Membimbingku mengenal ke-Esaannya
Membimbingku mengerti makna ke-Esaannya
Membimbingku mengenal hidup
Membimbingku mengerti tentang kehidupan
Hingga mempunyai pegangan dan tujuan hidup

Ayah-Bunda,

Karena-Mu aku ada

Karenamu aku seperti sekarang .
Semua karena sepak terjangmu perjuangan-Mu
Semua karena pengorbanan-Mu

Hanya demi restu dan kasih- Mu kepadaku

Ayah-Bunda,

Bila teringat akan diri- Mu

Kuingin dapat menghapus kesedihan- Mu
Kuingin dapat menghapus kedukaan- Mu
Kuingin mengambil-alih beban- Mu
Sekaligus membahagiakan- Mu

Dan kembafi melihat-Mu

Tersenyum dan ferfawa seperti dulu.

Ya Allah,

Kumohon kabufkaniah semua keinginanku
Karena Engkautah ya Robbi

Dan Maha segala-galanya bagiku

Amiifiin ya robbal Alamiiiin

“Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan fiada (pula) bendi kepadamu® {Adh. Dhuha-3)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Alam-Nasyrah-6)

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang menyeru Tuhannya di pagi dan
senja hari dengan mengharaf keridhaan-Nya; dan janganiah kamu mengikuti orang yang
hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruli hawa nafsunya dan adafah
keadaannya itu melawati batas. (Al-Kahfi-26)




iv

KATA PENGANTAR .

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.

Karena atas rahmat dan ridho-Nya juaiah penulis berkesempatan dapat

menyelesaikan tesis maupun study sesuai dengan harapan.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal

peneiitjan, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil

peneiitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak

menda'pat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai

harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlan

penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk

menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1.

Bapak Prof. .G.N. SUGANGGA, SH selaku Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro semarang,

Bapak Prof. ABDULLAH KELIB, SH. selaku Dosen Pembimbing
yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan dengan
penuh kesabaran dalam membimbing serta mengarahkan penulis
hingga terselesaikannya tesis ini.

Bapak R. SUHARTQ, SH. M.Hum. selaku Sekretaris Program
Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro semarang
yang juga selaku Dosen Penguiji tesis,

Bapak ZUBAIDI,SH.,.M.Hum., Selaku Dosen Penguji tesis yang
banyak membantu penulis dalam memberikan saran, masukan-
masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini,

lbu RO'FAH SETYOWAT!, SH.,M.Hum., Selaku Dosen Penguji
tesis yang banyak membantu penulis dalam memberikan saran,
masukan-masukan yang berarii dalam penulisan tesis ini,

Bapak MOCH. JAIS, SH., CN., M.Hum. sebagai Dosen Wali,




Bapak ARIFIN NUR, SH. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan Kota Palembang,

Bapak MUSADDAD CHOLIL selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. liir Barat il Palembang,

Ayahanda dan lbunda Tercinta, terkasih, tersayang serta
kuhormati, yang tiada henti-hentinya memberikan do'a restu,
semangat serta dorongan baik moril maupun materiil sehingga
:penulis dapat menyelesaikan study,

10. Saudara-saudaraku terkasih, tersayahg dan termaniez Ayunda SITI

11.

ASIAH, SE. Ak., Mas AD] SURYANTO, SE Ak. Kakanda AHMAD
BUCHORI, SE., Kakanda tr. AHMAD DJUNAIDI, Adinda FACHRUL
ADI WIJAYA, SH., Adinda YUL]ZA R!ANTI., Amd., adinda ATIKA
SUNDARI, Amd., BSc., Adinda ELLISA APRIANI., Adinda RATIH
ARDIANI, Adinda SiT! NURBAITI, keponakanku HUSNA, HASNA,
HANAN, NABILLAH, AULIYAH dan yang akan lahir serta calon-
calon ipar-iparku, yang telah banyak memberikan do'a, semangat
serta dorongan baik moriil maupun materiil.

Seseorang yang masih berada dihatiku, sahabatku HENI KUSMIN!,
SH., YOSSI MIRANDA, METI MESRAENY, SH., YULIA FITRI, SH.,
INTAN PATRISIA UP, SH., DARMAWAN, SH., M.Kn., dan INSANU
GUNADI., Amd. Com., yang telah memberikan do’a serta dorongan
haik moril maupun materiil,

12.Tante dan Om serta saudara sepupuku dan handai taulan

dimanapun yang telah memberikan do’'a serta dorongan baik moriil
maupun materiil,

13.Ayah, lbu dan saudaraku RITA ZAHARA, SE., serta adik-adikku di

Jambi yang telah memberikanku do’a restu,

14. Sahabat karibku dan teman-teman seperjuanganku di Notariat

UNDIP Angkatan 2001,




vi

15. Adik-adik kosku di Erlangga Tengah No. 9 terutama YUSSI DWI
RAHMALIA, | ‘

16.Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
yang telah membantu dan memberikan do'a kepada kepada
penutis selama ini baik moril maupun materiil maupun pihak yang
membantu proses pengerjaan tesis ini.

Kemudian pada hakekatnya penulis berharap semoga jasa-jasa
baik tersebut diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis sadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari
kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini
dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 15 September 2003
tid

Penulis




vil

. PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil
pekerjaan penulis sendiri daﬁ di dalamnya tidak terdapat karya yang telah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
dan iembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil
penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah

dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 15 September 2003




vili

X Studi Perwakafan Tanah Milik
Di Kecamatan (lir Barat Il Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
‘Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
Oleh
Lina Lestari,SH.

Salah satu masalah bidang keagamaan yang menyangkut
pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah tentang perwakafan tanah
milik. Wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan vyang dapat
dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan
keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Isiam dalam rangka
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila. wakaf bukan hanya untuk kepentingan
masfid atau tempat ibadah lainnya, melainkan juga untuk segala
keperluan masyarakat seperti untuk rumah, yaitu sekolah, Balai Desa,
membuat jalan, untuk membuat pasar, untuk sumur bagi pertanian, wakaf
gedung atau bangunan dan fain-lain, untuk kemanfaatan masyarakat

- kehidupan dan kesejahateraannya.

Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis-empiris. Dalam
pengumpuian data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder,
kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study
dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara
kwalitatif.

Pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan dalam
suatu peraturan perundang-undangan belum ada sehingga mudah terjadi
penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri terutama sekali
disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan- (wakaf
keluarga wakaf umum, dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk
didaftarkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui
lagi keadaannya. Malahan sempat terjadi, benda-benda yang diwakafkan
itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris pengurus (Nadzir).

Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kota Palembang di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan [lir Barat Il untuk mendapatkan Akta
lkrar atau Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf sudah sesuai dengan apa yang
telah ditentukan oleh Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun
1977 jo Permendagri Nomor: 8 Tahun 1977 dan Pasal 224 Kompilasi
Hukum Islam baik itu berupa tanah wakaf yang baru maupun yang lama.
Dengan telah bersertifikat tanah wakaf tersebut, disamping dapat
dihindarkan dari masalah-masalah yang tidak diinginkan yang timbui
dikemudian hari, juga untuk mencegah jangan sampai Lembaga
Perwakafan terbawa-bawa ke depan pengadilan yang dapat
memerosotkan kewibawaan dan syariat Islam serta untuk pengamanan
pelestarian tanah Wakaf itu sendiri. Lembaga Wakaf terbukti memberi
sumbangan yang penting dalam aspek ekonomi dan berperan untuk
menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.




ABSTRACT

A Study Of The Wakaf Of Land Property In The llir Barat Ii Regency
Palembang South Su‘matera Based On The PP. No. 28 Th. 1977

By
Lina lestari, SH

One of the religious cases dealing with the implementation of
agrarian matters is the wakaf of land property. Wakaf is a religious
foundation which can be used as a mean to extend the religious life,
especially for moeslem, in achieving spiritual and material prosperity for a
legal and wealthy society based on “Pancasila”’. Wakafis not only used for
the interest of the other houses of worship, but also for public interest,
such as schools, road, village meeting hall, market, well for farming, etc,
for the sake of social life properity.

This research used yuridical emperic approach. In collecting data,
whether, primary or secondary, the writen applied observaion, interview
and law literatures review. While the technique of analysis is implemented
qualitatively.

in the past time, when the regulation of wakaf had not become a
constution yet, the deviation toward the essence and the purpose of wakaf
were easily happen this due to the various kinds of wakaf (family wakaf,
public wakaf, etc) and there was no must there was no must for a wakaf to
be registered. As a result, there are many wakaf objects that do not have
clearness of ownership. Even some of the objects likely become the
property of the inherit (nadzir).

The implementation of land property wakaf in Palembang at the
religious affairs office (KUA) llir Barat Il Regency in the ownership of “akia
ikrar” or “akta pengganti ikrar wakaf” has been conducted according to the
PP. No. 28 Th. 1977 article @ Jo Permendagri No. 6 Th. 1977 and the
compilation of islamic law article 224 both for the old and new wakar. Due
to the certification of the wakaf lands, any problems related to this matter
can be avoided thus the wakaf foundation would not be carred away to the
court that might lead to the decreasing of the pride and islamic syariat and
to preseve the wakaf land it seif. The wakaf foundation has been proved to
give significant influence to the society in economical balance and life.
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PENDAHULUAN -

A. Latar Belakang

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia tanah menempati
kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hgri. Terlebih lagi
bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani atau
berladang. Tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka.
Menurut Van Dijk “Tanah yang merupakan modal yang terutama dan
untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal
satu-satunya.”

Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan

perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak. Di

~ dalam hukum adat dikenal hak membuka tanah, hak wenang pilih, hak

menarik hasil, sampai hak milik. Pada beberapa kelompok
masyarakét tertentu, hubungan dengan tanah demikian eratnya,
sebab eratnya hubungan antara masyarakat dan orang seorang
anggota masyarakat dengan tanah atau bumi menurut hukum adat
dan kepercayaan rakyat, merupakan hubungan yahg sifatnya bukan
hanya sosial ekonomi atau yuridis saja, tetapi juga mempunyai
hubungan gaib (religio magis). Hal ini dapat terlihat dengan adanya
berbagai upacara adat seperti upacara panen, upacara bersih desa

dan sebagainya, untuk memulihkan keseimbangan magis. Oleh
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karena itulah masalah tanah perlu penanganan secara benar dan

' sungguh-sungguh menurut peraturan-peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Menyadari betaba pentingnya permasalahan tanah di
Indonesia, maka pemerintah bersama DPR-R| telah menetapkan
Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(UUPA) vyaitu UU No. 5 tahun 1960 disahkan pada tanggal 24
September 1960. Dalam konsiderannya pada bagian berpendapat,

huruf “a” disebutkan ;

Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-
pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang
mendasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan
tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama.

Salah satu masalah bidang keagamaan yang menyangkut
pelaksanaan tugas-fugas keagrariaan adalah tentang perwakafan
tanah milik. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat
dibergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan
kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam
dalam rangka mencapai kesejahteraan spifitual dan materiil menuju

masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.’

! Abdurraman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara

Kita. Alumni, Bandung, 1984, hal. 1.




Dalam ajaran Islam, wakaf dikategorikan sebagai ibadah
_ijtimaiyah (kemasyarakatan) berbentuk shodagoh jariah yaitu suatu
amal sholeh, penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat
yang pahalanya akan te'tap mengalir terus menerus kepada yang
bersedekah (wakif). Walaupun telah meninggal, asalkan benda yang
diserahkan itu masih bérfungsi.? | |

Oleh karena itu dirasakan sekali perlunya perwakafan itu diatur
dan ditata lebih lanjut dalam bentuk perundang-undangan yang
bersifat nasional yang kiranya dapat menampung semua
permasalahan perwakafan yang ada dan memberikan amal sholeh
tersebut.

Perwakafan adalah sebuah institusi keagamaan yang telah
berakar lama dalam tradisi umat Islam. Di indonesia perwakafan telah
menjadi penunjang utama perkembangan agama islam. Hampir setiap
rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan
Iain;nya dibangun di atas tanah wakaf. Betapa besarnya potensi
perwakafan ini sehingga agak sulit rasanya ditemukan adanya
perkembangan agama Islam di suatu tempat tanpa ditunjang lembaga

perwakafan.

? Muhda Hadi Saputra, Naskah Akademik Petpu tentang Perwakafan. Tim kerjasama

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Departemen
Agama Rl, Jakarta, 1984/ 1985, hal. 6




Keadaan yang tidak menentu tentang status benda wakaf itu
pada gilirannya dapat menimbulkan keresahan di kalangan umat
Istam sendiri, yang selanjutnya dapat menjurus kepada sikap apatis
dan antipati. Di lain bihak dengan banyaknya persengketaan
mengenai banda wakaf, yang tidak jarang menjadi pertikaian di
pengadilan. Maka hal itu selain berakibat rusaknya citra masyarakat
terhadap lembaga perwakafan, juga sekaligus dapat menghambat
usaha-usaha pemerintah menggalakkan dan menggairahkan
kehidupan beragama. Ini berarti akan mengganggu lancamya roda
pembangunan nasional.

Wakaf sebagai salah satu ibadah material yang bertujuan
semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah (tagarub) dan
semata-mata untuk mendapatkan pahala dan ridho-Nya, mempunyai
dampak positif di dalam perkembangan sosial ekonomi umat,
berperan dalam meningkatkan kehidupan umat berekonomi iemah,
dan bermanfaat menumbuhkan rasa solidaritas atau ukhuwah antar si
kaya dan si miskin sehingga jurang pemisah antara kedua golongan
umat ini dapat dilenyapkan, dijembatani atau setidak-tidaknya dapat
dipersempit.

Wakaf adalah satu lembaga Islam yang bersifat sosial
kemasyarakatan, bernilai ibadah dan sebagai pengabdian kepada
Allah SWT. Wakaf (wakif) di dalam bahasa Arab berarti habis

(menahan). Menurut Muhammad bin Ismail Ash-Shan-Any, wakaf




adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa
menghabiskan untuk merusak bendanya (‘ainnya) dan digunakan
untuk kebaikan. Asaf A.A. Fyzee mengatakan bahwa secara harfiah
wakaf berarti menahan atau henguasai. Di dalam hukum Islam wakaf
berarti (1) tanah publik (umum) yang tidak dapat diserahkan kepada
siapapun, dipergunakan untuk tujuan amal kebaikan. (i) sumbangan
yang bersifat suci. Menurut Fyzee, pada umumnya wakaf diartikan
sebagai pemberian yang bersifat amal, yang kepemilikannya
dianggap bersifat abadi, walaupun dalam prakteknya sifat keabadian
ini tunduk pada berbagai pembatasan-pembatasan.®

Wakaf adalah suatu lembaga yanga dianjurkan oleh ajaran
Islam untuk dipergunakan oleﬁ seseorang sebagai sarana penyaluran
rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Meskipun wakaf tidak jelas Qan tegas disebuikan dalam Al-
Qur'an namun beberapa éyat yang memerintahkan manusia berbuat
baik untuk kebaikan masyarakat oleh para ahli dipandang sebagai
landasan perwakafan.*

. Menurut Abduilah Kelib, wakaf bukan hanya untuk kepentingan
masjid atau tempat ibadah lainnya, melainkan juga untuk segala
keperluan masyarakat seperti untuk rumabh, yaitu sekolah, Balai Desa,

membuat jalan, untuk membuat pasar, untuk sumur bagi pertanian,

3 Asaf A.A. fyzee, dalam Said Agil Husin Al-Munawar, Wakaf Dalam Perspektif Figih,

makalah Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se-Jawa Tengah 28-09-2000, hal.19

4 Ibid. hal 19




wakaf gedung atau bangunan dan lain-lain, untuk kemanfaatan
masyarakat kehidupan dan kesejahateraannya. Wakaf seperti
dijelaskan di atas terbukti memberi sumbangan yang penting dalam
aspek ekonomi dan bérperan untuk menjaga keseimbangan
kehidupan masyarakat.

Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini
maka, Undang-undang pokok agraria UU No. 5 tahun 1960 telah
mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah
ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3, yang menyatakan
bahwa perwakafan tanah milik diliﬁdungi daln diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 49
ayat 3 UUPA tersebut baru dikeluarkan tujuh belas tahun kemudian
yaitu pada tanggal 17 Mei 1977 yang berwujud Peraturan Pemerintah
No. 28 tahun 1977 (LN, 1977 No. 38) tentang Perwakafan Tanah
Mitik.

Pada waktu yang tampau pengaturan tentang perwakafan
dalam suatu peraturan perundang-undangan belum ada sehingga
mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri
terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk
perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain) dan tidak
adanya keharusan untuk didaftarkan, sehingga banyakiah benda-

benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan sempat




terjadi, benda;benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi
milik ahli waris pengurus (Nadzir).

Kejadian-kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan di
kaiapgan umat beragama, khususnya mereka yang beragama islam
dan | menjurus kearah antipati. Di lain pihak banyak terdapat
persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status
tanah sehingga apabila tidak segera diadakan pengatufan, maka tidak
saja mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut
agama islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha
pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban
kearah beragama, sebagaimana terkandung dalam ajaran pancasila
dan digariskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor: [I/MPR/78.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf
sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan
lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk dalam pengertian
wakaf yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan
ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan.
Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah

milik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan

- kemudian hari.




Dalam undang-undang Pokok Agraria hanya milik yang
mempunyai sifat yang penuh dan kuat sehingga hanya hak miliklah
yang boleh diwakafkan, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti
Hak Guna Usaha, Hak- Guna Bangunan, Hak Pakaij, hanyalah
mempunyai jangka waktu yang terbatas, sehingga oleh karenanya
pemegang hak-hak tersebut tidak mempunyai hak dak kewenangaﬁ,
seperti halnya pemegang hak milik. Berhubung dengan permasalahan
perwakafan tersebut adalah bersifat untuk s-elama—lamanya (abadi)
maka hak atas tanah yang jangka wakiunya terbatas tidak dapat
diwakafkan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga
mengenai kepengurusan dari wakaf (Nadzir), tata cara perwakafan
tata cara pemberian hak dan tata cara untuk menapatkan kepastian
hak atas tanah yang diwakafkan. Dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah no. 28 tahun 1877 dan bebagai peraturan pelaksanaanya
maka telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah,
dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini diatur ditertibkan
dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi
hakikat dan tujuan darip_ada perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.
Selanjutnya diharapkan dengan berbagai peraturan dimaksud maka

persoalan tentang perwakafan tanah ditempatkan pada proporsi yang

sebenarnya.




Selanjutnya dengan adaﬁya pengaturan tersebut maka
.lembaga-lembaga keagamaan yang bersandar pada hukum Islam
semata, akan tetapi sudah ditingkatkan kedudukannya sebagai suatu
lembaga formal di datam hukum agraris nasional. Sehingga segala
sesuatunya tidak hanya harus memenuhi segala persyaratan yang
diatur dan ditentukan oleh Ajaran Agama Islam semata akaﬁ tetapi
harus memenuhi segala macam persyaratan formal yang ditentukan
dalqm berbagai peraturan tentang perwakafan.,

Seperti telah kita ketahui bahwa pembangunan di segala
bidang sedahg giat-giatnya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia,
antara lain pembangunan di bidang pertanahan yaitu suatu usaha
demi terwujudnya catur tertib pertanahan yang dapat menciptakan
suasana ketenteramaan di dalam masyarakat. Berkaitan dengan
masélah perwakafan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor: 28 tahun 1977 tersebut, agar tanah-tanah walkaf yang sangat
membantu pelaksanaan pembangunan itu memiliki kekuatan
pembuktian yang kuat. Tetapi dalam kenyataannya banyak tanah
yang tidak sesuai dengan peruntukan semula, hal ini jelas

bertentangan dengan salah satu ajaran agama Islam maupun dengan

.salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960

tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

FAd
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Mengingat padatnya penduduk di wilayah Kota Palembang
'yang setiap tahuhnya selalu bertambah, berarti perlu penambahan
tempat-tempat ibadah maupun untuk keperiuan sosial lainnya.
Adanya perkembangan penduduk tersebut mengakibatkan pemilikan
tanah dalam masyarakat lama-kelamaan akan semakin mengecil,
sehingga hasrat masyarakat untuk menyerahkan tanah miliknya untuk
keperluan keagamaan maupun sosial lainnya akan mengecil pula. Di
lain pihak tanah-tanah yang sudah diwakafkan masih banyak belum
didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.®

Sehingga dalam kenyataannya Wakif ataupun Nadzir
mengabaikan unsur kepastian hukumnya atas tanah-tanah wakaf
tersebut  dan beranggapan bahwa tidak mungkin  terjadi
persengketaan atas tanah wakaf tersebut. Sebab, apabila ada orang
yang berani menuntut tanah wakaf, maka orang itu akan berdosa
besar.®

Karena unsur kepastian hukum masih diabaikan sehingga
'dimungkinkan adanya peristiwa yang mengisyaratkan banyaknya
tanah wakaf peruntukannya berubah fungsi misalnya menjadi tanah

untuk kepentingan pribadi.

° Wawancara dengan Bapak Husein {Wakif), tanggal 26 Juni 2003

® Suroso, dan Niko Ngani, Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Liberty, -

Yoyakarta, 1984, hal. 45
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Peraturan Pemerintah tersebut harus berisi ketentuan-
ketentuan yang jelas hinggag mamp‘u' menjamin  kemurnian
terpeliharanya benda-bénda dan harta wakaf yang pada gilirannya
dapat membangkitkan kembali semangat dan gairah masyarakat
untuk beramal sholeh di bidang ini. Benda wakaf bukan hanya berupa
tanah, namun mencakup berbagai macam harta benda. Berhubung
dengan hal tersebut peraturan itu harus dapat menjangkau semua
harta wakaf. Selanjutnya Nadzir (pengurus wakaf) mempunyai
kedudukan yang strategis dalam lembaga perwakafan. Oleh karena
itu harus ada pengaturan yang rasional dan jelas. Tata cara
perwgkafan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak
mer;l:beratkan calon wakif. Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah ini
haru; mampu menjamin kepastian hukum; hukum pengertian yang
bulat dan utuh untuk semua.

| Memang tidak dapat disangf(al bahwa dengan adanya wakaf
dari seseorang, dapat membantu di bidang ekonomi bagi golongan
yang tidak mampu atau golongan yang memeriukan uluran tangan.
Akan tetapi sebaliknya maksud mendirikan wakaf tidak mustahil
hanyé\lah untuk mencapai tujuan yang tidak terpuiji, hal ini dapat terjadi
di Negara yang telah maju misainya; untuk menghindari pajak, karena
usaha yang dilakukan oleh suatu badan amal setidak-tidaknya lebih

ringan pajaknya atau demi untuk menghindari larangan memiliki luas
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tanah pertanian melebihi batas maksimum yang diperkenankan
| dimiliki seseorang.”

Berdasarkan uraian di muka, Penulis tertarik membuat karya
iimiah dengan judul: “STUDI PERWAKAFAN TANAH MILIK DI
KECAMATAN ILIR BARAT Il KOTA PALEMBANG PROPINS!
SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut di atas
~ dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kota
Palembang khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan
liir Barat ll, apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor:
28 Tahun 1977 maupun peraturan pelaksanaan lainnya ?

2. Bagaimana biaya vang diperlukan dalam pendaftaran tanah
wakaf ?

3. f_\pa saja masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perwakafan
tanah milik di Kecamatan llir Barat Il Kota Palembang ?

4. Bagaimana penerimaan tanah wakaf oleh nadzir terhadap tanah

wakaf yang belum terdaftar ?

7 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, Sinar
Grafika, Jakarta, 1996, hal 73
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C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan

pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan

dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas,

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaij

berikut ;

1.

Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perwakafan tanah -

milik dan permasalahannya di Kota Palembang khususnya di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan llir Barat |l sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 maupun peraturan
pelaksana lainnya.

Untuk mengetahui dan mendiskripsikan ada tidaknya biaya ‘yang
diperlukan dalam pendaftaran tanah wakaf.

Untuk mengetahui dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi
dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kecamatan llir
Barat Il Kota Palembang.

Untuk mengetahui dan menggambarkan penerimaan tanah wakaf

oleh nadzir terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar.
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis hasil pengkajian’ dalam penelitian ini dapat
memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya dajam bidang agraria.

2. Secara praktis harapan yang hendak dicapai dalam penulisan
tesis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji,
menyusun maupun mengadakan studi kelompok yang secara
berkala dan berkelanjutan mempelajari hukum perwakafan
tanah milik bagi kepentingan lembaga perwakafan di masa

yang akan datang.

E. Sistemtika penulisan

BAB| Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan
tentang latar belakang masalah yang dipilih, permasalahan, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika.

BAB Il Merupakan bab tinjauan pustaka menguraikan
tentang tinjauan umum perwakafan tanah milik menggnai hak milik
atas tanah, perwakafan tanah menurut Hukum lIslam, perwakafan
sebelum fam sesudah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor: 28

Tahun 1977 dan perwakafan tanah menurut kompilasi hukum Islam.
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BAB 1l Merupakan penjelasan tentang metode penelitian
yang dilaksanakan dalam penelitian tesis ini. Yaitu masing-masing
metode penulisan yang dipakai.

BAB IV Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan
pembahasan meliputi : Pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kota
Pa[éfnbang, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan llir
Barét H sudah sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah
Nomor: 28ATahun 1977, biaya yang diperlukan dalam pendaftaran
tanah wakaf, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
perwakafan tanah milik di kecamatan ilir Barat |l Kota Palembang,
Penerimaan tanah wakaf oleh nadzir tanah wakaf yang terdaftar.

BABV Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran

yang dianggap periu.




16

BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Milik Atas Tanah

Perwakafan atau wakaf merupakan lembaga keagamaan
Islam yang sudah mapan, dalam arti bahwa perwakafan tersebut telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah dan berbagai peraturan lainnya.
Dalam hukum Islam wakaf tersebut dimasukkan dalam kategori
muamalah dan termasuk ibadah ijtimaiyah. Sepanjang sejarah Islam,
wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam
memajukan perkembangan agama. Di Indonesia khususnya
perwakafan tanah milik di samping ada kaitannya dengan hukum
adat, juga diatur dalam perundang-undangan negara secara tertulis.
Hal ini mengingat tanah mempunyai fungsi yang penting dalam
pembangunan nasional dimana perwakafan-tanah merupakan bagian
penting dari sistem keagrariaan. Berbagai jenis hak dapat melekat
pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk
memperoleh hak tersebut. Berbicara mengenai masalah perwakafan
tanah milik di Indonesia, dalam pelaksanaannya dan pengaturannya
dibagi dalam dua kurun waktu yaitu perwakafan sebélum dan sesudah

berlaku Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977.
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Dalam tata peraturan perundang-undangan dj negara
Indonesia, Undang~Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi
yang betisi peraturan-peraturan bersifat mendasar, yang berarti masih
memerlukan peraturan perundang-undangan guna pelaksanaannya.
Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan - bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan Fiipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu
merupakan konsepsi bangsa Indonesia tenfang kekayaan alam
negaranya, yang telah diwujudkan dalam suatu Undang-undang yaitu
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria. Secara umum pengaturan mengenai hak milik
tas tanah dalam UUPA dijumpai dalam bagian 1l bab 1} Pasal 20
sampai ?7, yang memuat prinsip-prinsip umum tentang hak milik.
Dalam konsiderannya disebutkan bahwa hanya Hak Milik yang
mempunyai sifat terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah. Tetapi pemberian ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan
hak yang “mutlak” tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Kata-
kata terkuat dan terpenuh hanya menunjukkan bahwa diantara hak-
hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak milikiah yang “ter”
(artinya paling) kuat dan terpenuh. Di samping pula hak milik tidak
mempunyai jangka waktu, berbeda dengan hak-hak lain yang

mempunyai jangka waktu. Berhubung dengan masalah perwakafan
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tersebut adalah bersifat untuk selama-lamanya (abadi), maka hak
atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan.
Pasal 50 ayat (1). UUPA menentukan bahwa ketentuan-
ketentuan iebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan. Undang-
undang. Jadi di sini UUPA menghendaki hak milik atas tanah diatur
lebih lanjut dengan undang-undang tentang hak milik atas tanah.
Akan tetapi hingga sekarang UUPA sudah berusia 40 tahun undang-
undang mengenai hak milik atas tanah belum juga ditetapkan.
Menghadapi hal yang demikian, pembuat UUPA memang sudah
menyadari dan karenanya menyiapkan adanya suatu pasal peralihan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 UUPA vang berbunyi: Selama
undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50
ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan hukum adat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai
hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang
ini, Dengan demikian, sampai sekarang kita masih hidup dalam

suasana transisi mengenai hak milik atas tanah.®

% Sosjojo, Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Hak Sewa

Guna, dan Hak Guna Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 4




19

2.1.1. Pengertian Hak Milik

Menurut ketentuan Pasal 20 UUPA ayat (1) hak milik

adalah : hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan

Pasal 6.

- Turun temurun : berarti jangka waktunya tidak terbatas,

dapat beralih dan dialihkan karena suaty peristiwa
hukum dan perbuatan hukum.

Terkuat : artinya hak milik tidak mudah dihapus dan

musnah serta mudah dipertahankan terhadap pihak lain, I

oleh karena itu harus didaftarkan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 (tentang
Pendaftaran Tanah).

Terpenuh : artinya kewenangan pemegang hak milik
paling penuh dengan dibatasi oleh ketentuan Pasal 8

UUPA tentang fungsi sosial tanah.

2.1.2.8ubyek hak milik

Pasal 21 UUPA menentukan yang dapat mempunyai

hak milik adalah :

Warga Negara indonesia
Badan-badan hukum tertentu misalnya; koperasi, badan
sosial, badan keagamaan dan lain-lain (yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963 tentang
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Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat

Mempunyai Hak Milik Atas Tanah).

2.1.3. Sifat dan ciri-ciri
1) Tergolong hak yang wajib didaftar menurut PP 24/1 997.
2) Dapat beralih kepada ahli waris
3) Dapat dialihkan
4) Dapat diwakafkan
5) Turun temurun
6) Dapat dilepaskan
7) Dapat dijadikan induk hak-hak lain

8) Dapat dijadikan utang dengan dibebani hak tanggungan

2.1.4. Jangka waktu
Menurut penjelasan (konsideran) Pasal 20 UUPA, hak
milik jangka waktunya tidak terbatas, mengingat sifatnya yang

turun temurun.
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2.1.5. Terjadinya
Menurut Pasal 22 UUPA dapat terjadi karena :
a. Hukum Adat misalnya; pembukaan tanah bagian tanah
ulayat, aanlibbing (Iidaih tanah).l
b. Hukum Pemerintah misalnya; pemberian hak bary,
peningkatan hak.

¢. Karena Undang-undang (melalui ketentuan konversi)

2.1.6. Hapusnya
Menurut Pasal 27 UUPA hak milik hapus bila :
a. Tanah jatuh kepada negara :

- Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
(Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda
Yang Ada Diatasnya).

- Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
(Keputusan Presiden Nomor: 55 Tahun 1995).

- Karena ditelantarkan

- Karena tanah dialinkan kepada warga negara asing.

b. Tanahnya musnah

2.2. Perwakafan Tanah Menurut Hukum Istam

2.2.1. Pengertian
Kata wakaf berasal dari bah:
yang berarti “berhenti’, maksudnya b

lalu lintas perdagangan, tidak boleh c
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hanya manfaatnyalah yang boleh diambil oleh pihak yang
dimaksudkan sebagai penerima hasil benda yang diwakafkan
itu. Kata wagafa adaiah sinonim dengan bahasa yang berarti
menahan, maksudnya benda pokok tidak boleh dialihkan, yang
diambil hanyalah manfaatnya/hasiinya. Kata lain yang dapat
pula dipakai dengan maksud mewakafkan adalah sabbala
maksudnya menjadikan benda yang dilepaskan itu f sabililfah
(dipergunakan manfaatnya di jalan Allah).

Di samping istilah di atas, ada beberapa pendapat para
ulama dan para cendikiawan m_engenai wakaf, sebagai

berikut:®

1. Menurut golongan Hanafi :

“‘memakan benda yang statusnya tetap milik si wakif {(orang
yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah
manfaatnya saja”.

Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah
menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang
yang mewakaf (A Wagif) dan mensedekahkan manfaatnya
untuk kebajikan.

2. Menurut Golongan Maliki

‘Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa
sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang
berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang
mewakafkan”.

* Abdulrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara
Kita, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 24
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. Menurut Golongan Syafi’l

Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap
utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di
wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang
diperbolehkan oleh agama”.

. Menurut Golongan Hambali ;

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan
hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus
dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap
harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu
kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

. Imam Syafi'i

Menurut imam .Syafi’l| wakaf adalah suatu ibadat yang
disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bitaman orang
yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan
“saya telah mewakafkab (wagffu), sekalipun tanpa diputus
oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang
yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun
harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain
walaupun harta itu tetap dimilikinya. '

Asy Syaukani

Muhammad Ibnu Al Syaukani dalam “Nail Al Autar’
merumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan
Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang
diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang
atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakif.

Ash Shan’aniy

Menurut Muhammad Ibn Ismail Ash shan'niy dalam
“Subulus Salam” wakaf menurut istilah sra adalah
menahan harta yang mungkin diambil hartanya tanpa
menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan
digunakan untuk kebaikan.

Farid Wajdi

Muhammad Farid Wajdi dalam "Dairah Ma'arif Al Qarn Al-
Isyrin" merumuskan wakaf adalah menahan suatu harta
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benda bukan menjadi milik siapapun melainkan milik Allah
SWT semata.

Juynboll

Als wakf zijn in de wet de goerderen bekend, welke aan het
handelsverkeer zijn onttrokken met de boedoeling, dat het
gebruik of de opbrengst daarvan aan bepaalde personen of
aan nader aanggewezen doel zal ten goede komen .

Koesoemah Atmadja
Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan

mana suatu barang/keadaan 'telah dikeluarkan/diambil

kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna
kepentingan seseorang/ orang tertentu atau guna
seseorang maksudnya/ tujuannya/ barang tersebut sudah
berada dalam tangan yang mati,

11. The Shorter Encyciopedia of Islam

12.

The Shorter Encyclopedia of Islam menyebutkan
pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam yaitu “The
protect a thing, to prevent it from becoming tof a third
person’”. Artinya memelihara suatu barang atau benda
dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak
ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap
zatnya vyang dilepaskan oleh vyang punya dari
kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu,
tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk
keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran
islam.

.Maulana Muhammad Ali

Wagqgafa beteekent letterlijk;, hij was of werd still of
onbewaeglijk of hij bleef staan, en in de wet is waqgf de
eeuwigdurende schikking van het vructgrebruik van eening
goed, fen bale van individuen of voor een religieus of
liefdadig doel. (Waqafa secara harfiah berarti berhenti atau
diam di tempat atau tetap berdiri. Mentrut ketentuan,
wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk
memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna
kepentingan. orang seorang, atau yang bersifat
keagamaan, atau untuk tujuan amal).
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13. Naziroeddin Rachmat

Yang dimaksud dengan harta wakaf ialah suatu barang,
yang sementara asalanya (zatnya) tetap, selalu berubah
yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri
sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu
dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya akan
dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang
diperintahkan oleh syariat. ‘ :

14, Ahmad Azhar Basyir

Menurut istitah, wakaf berarti menahan harta yang dapat
diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk
penggunaan yang mubah serta  dimaksudkan
mendapatkan keridhaan Aliah .

15. Rachmat Djatmika

Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan
lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak
memperjualbelikannya, tidak mewariskannya dan tidak
pula menghibahkannya, dan mensedekahkan manfaat
untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang
diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi
milik wakif .

16. H. Imam Suhadi

Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda
seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda
milik perseorangan dialihkan penggunaanya kepada jalan
kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda
tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau
dilenyapkan.

17. Mohd Zain Bin Haji Othman

Menurut pendapat Mohd Zain Bin Haji Othman dari
Departement of Islamic Studies Universify of Malaya, maka
“waqgf of hubs is in fact an “Arabic masdar (noun) of
invonitive, in Arabic) and literally means to prevent, to
restrain”. In Muslim legal terminology it means primarily “to
project something, to perevent if from becoming the profery
of a third person”. In Malaya and Java, the form wakaf has
slihgt photenic modifications. Among the muslim peoples of
the Fast Indian Archipelego the institution is well known;
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estates made “wakaf are however of isolated accurence
only, they alwys serve religius puprposes, while in
Malaysia, in particular, the term wagqf spelf “wakaf” is more
commonly used” .

Ensiklopedia Islam Indonesia

Dalam "Ensiklopedia Islam Indonesia” yang disusun oleh
Tim 1AIN Syarif Hidayatullah yang, diketuai oleh Prof. Dr.
H.Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari
kata waqafa yang menurut bahasa berarti menahan, atau
berhenti. Dalam hukm figh istilah tersebut berarti
menyerahkan sesuati hak milik yang tahan lama zatnya
kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) atau
kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa
hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang
sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut
benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang
mewakafkan dan hikan pula hak milik tempat
menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum) .

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum lslam
(KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan
hukum seseorag atau kelompok orang atau badan hukum
yang memisahkan sebagian ‘dari benda miliknya dan
melembagakannya  untuk - selama-lamanya guna
kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
(Pasal 215 ayat 1)

Rumusan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

tentang perwakafan Tanah Milik yang menyatakan bahwa.

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan
hukum vyang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya vyang berupa tanah milk dan
melembagakannya untuk  selama-lamanya  untuk
kepentingan peribadatan atau keperluan umum iainnya
sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 1 ayat 1).

Adanya berbagai perumusan tentang pengertian wakaf

yang dikemukakan oleh berbagai ulama dan pakar tentang

kelsiaman termasuk dua rumusan resmi yang disebutkan pada

bagian yang terakhir No. {23) dan (24) menunjukkan kepada
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kita betapa besarnya keragaman tentang pengertian wakaf
yang perlu kita kaji secara lebih mendalam. Disini tampak
adanya banyak perbedaan pendapat yang barangkali dari
berbagai titik berat dalam penanganannya. Sebagai misal
umpamanya apa yang diungkapkan dalam rumus formal
tersebut kelihatannya hanya melihat satu sisi dai wakaf yaitu
sebagai suatu perbuatan hukum yaitu melakukan kegiatan
melembagakan sebagian dari harta benda miliknya baik berupa
tanah atau benda lain bukan tanah untuk kepentingan
peribadatan. Wakaf bukan hanya sekedar suatu perbuatan
hukum, akan tetapi yang lebih penting ialah akibat yang
ditimbulkan oleh perbuatan hukum berupa adanya suatu badan
hukum penanggung hak dan kewajiban sebagaimana
seseorang manusia.

Dari penjelasan‘di atas ditariklah definisi wakaf sebagat

berikut:

Wakaf adalah melepaskan hal milik atas sesuatu benda yang
tetap, yang tak habis dikonsumsi, menjadi milik Aliah, yang
berarti tidak boleh lagi dijadikan obyek transaksi, hanya
manfaat atau hasilnya yang boleh diambil oleh pihak siapa
wakaf itu ditujukan, yang pada umumnya untuk kepentingan
umum, atau untuk mereka yang memerlukan bantuan atau
golongan fakir miskin.
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Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1997 menentukan

bahwa :

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya
dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna
kepentingan ibadat atau keperiuan umum lainnya sesuai
dengan ajaran Islam.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik
cakupan, wakaf meliput :

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompaok orang

2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis
apabila dipakai

3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya

4. Harta yang dilepas kepemilikanﬁya tersebut, tidak bisa
dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.

3. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan

umum sesuai dengan ajaran Islam.

2.2.2, Keutamaan Wakaf
Sebagaimana disyari’atkan dalam dasar-dasar hukum
wakaf, baik yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an (surat Al Hajj
ayat 77, An-Nahl ayat 97, Ali Imron ayat 92, Al-Bagarah ayat

67) maupun Al-Sunnah, terdaapat banyak keutamaan dalam
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perbuatan wakaf. Diantaranya dapat dirumuskan sebagai

berikut : ™

1) Wakaf menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong
kepentingan orang lain.

2) Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun
keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum
muslimin. .

3} Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta

- benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi
sosial.

4) Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di
akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf
adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang
berkesinambungan.

2.2.3. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa daiil atau ketentuan yang menjadi dasar
daripada ibadat wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di
dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengeatur
persoalan wakaf, akan tetapi ada beberapa ayat  Al-Qur'an
yang memerintahkan agar semua umat  Islam berbuat
kebaikan, sebab arﬁalan-amalén wakafpun termasuk salah
saty macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil
tersebut yaitu :

a. Al-Quran surat Al Hajj ayat 77 yang artinya ; Wahai
orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan
sembahian Tuhanmu serta berbuatiah kebaikan supaya
kamu berbahagia. '

b. Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, yang artinya
Barangsiapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau

0 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Hai 487.

O
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perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala
yang lebih bagus dari apa yang mereka amaikan.

¢. Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 92, yang ariinya : Engkau

tidak akan sampai pada kebajikan blla tldak melepaskan
sebagian daripada yangengkau sukai.!!

d. Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 67, yang artinya :
Belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan
baik.

e. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim
dari Abu hurairah yang teremahannya : Apabila sesecrang
meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali
tiga macam amalan yaitu : shodaqoh jariyah, ilmu yang
bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan
baik untuk orang tuanya.'? Para ulama menfasirkan istilah
shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.’

f. Hadist Riwayat Buchari Muslim, yang menceritakan
bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi
Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah
yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di
Madinah), lalu ia berkata ; Ya Rasuluilah, apakah yang
engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu
Rasuiullah berkata : Kalau engkau mau, dapata engkau
tahan asalnya (pokoknya) dan engku bersedekah dengan
dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan
syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada
pula diwariskan.'

2.2.4. Macam-macam wakaf
Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari

penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam

yaitu:

" Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teon dan Praktek, Rakawali,
Jakarta, 1989, hal. 25

2 pimpinan pusat Muhammadiyah, Loc. Cit cf sayyid Ahmad Al Hasyimi Bek, Mukhratuf
Ahadist An-Anabawiyah, Ahmad Ibnu Nabhan, Surabaya, Cetakan Keenam
{tanpa tahun), halaman 18. Lafazd hadist dimulai dengan ‘idza maata-1 insaan”
dan seterusnya, bukan dimulai dengan idza mata lbnu Adani”. Vide Muhammad
ibnu Ali Asy-syaukany, Ad-Darariyull Mudiiyah, Juz-2, Adarut Ushur, Mesir,
Cetakan Pertama, 1347 H, hal. 142,

13 Muhammad lonu lsmail As-Shan‘anly, Op. Git, hal. 115

" Suroso, Nico Ngani, Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Liberty
Yogyakarta, 984, hal 7
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1. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri) yaitu :

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan

jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan

kerabat sendiri.

. Wakaf Khairi, yaitu :

Wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula
ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak},
dalam penggunaan yang mu'bah (tidak dilarang Tuhan}
serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah
SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok
Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan, dan lain-
fain. Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah
agama vyang secara tegas menganjurkan  untuk
menafkahkan sebagian kékayaan umat Islam, untuk
kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nila
pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si wakif telah
meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf,
sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap
dipergunakan untuk kepentingan umum.

Sedangkan berkaitan dengan klasifikasi, wakaf dibagi

menjadi 3 golongan :
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1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin
dengan tidak berbeda

2) Untuk keperiuan yang kaya dan sesudah itu baru
untuk yang miskin

3) Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh Muhammad

Yousof Farooki dalam tulisannya dengan menyebutkan

klasifikasi dari para fugaha dalam tiga kategori :

1) Wagf, in favour of the poor alone
2) Wagf, in favour of the rich and then for the infigent.
3) Wagf, in favour of the rich and the poor afike

Namun sayangnya Farooki tidak membuat uraian sedikitpun

mengenai ketiga kategori wakaf tersebut.

Dalam menguraikan tiga macam wakaf tersebut
Fyzee menyatakan bahwa wakaf golongan pertama
dapatiah disamakan dengan apa yang disebut dalam
hukum modern sebagai “public trust” yang bersifat amal
atau tujuan kebaikan umum; umpamanya, sekolah atau
rumah sakit yang dibuka untuk semua golongan. Wakaf
golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan
untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf.
Sedangkan wujud terakhir adalah untuk kebaikan orang
miskin. Golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang
membagi-bagikan bahan makanan, bahan pakaian, atau

bantuan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu
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semata-mata. Klasifikasi ini kelihatannya memang masih
belum begitu jelas namun u_raian tentang hal ini
kelihatannya sa_ngat terbatas sekalii.

Kebanyakan penulis membedakan wakaf dalam ruang
lingkupnya dimana Muhammad Yousof Farooki
membedakannya atas :

1) Al Waqf al-ahli, family wagf and
2) Al Wagqf al-khayri, welfare waqf

Para: penulis kita mempergunakan berbagai istilah
tentang hal ini. ahmad Azhar Basyir, menyebutnya wakaf
ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf khairi (umum),
Muhammad Daud Ali menyebutnya wakaf khusus atau
wakaf keluarga atau wakaf ahli dan wakaf umum atau wakaf
khairi, sedangkan Imém Suhadi menggunakan istilah wakaf

khusus dan wakaf umum,.

2.2.5. Unsur dan Syarat Wakaf
Menurut hukum Islam untuk mendirikan wakaf itu harus
dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maksudnya jika ada salah
satu dari rukun atau syarat tidak dipenuhi, maka wakaf itu tidak
dapat dilaksanakan.
Unsur-unsur wakaf ada 4 (empat} yaitu :

1. Wakif (ofang yang berwakaf)
2. Maukuf (benda yang diwakafkan)
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3. Maukufalaih (tujuan atau tempat kemana harta
diwakatkan)
4. Sighat {(pernyataan kehendak dari wakif)

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa
syarat dari unsur-unsur wakaf di atas, yaitu :

a. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya
berhak untuk menguasai benda yang diwakafkan. Si wakif
tersebut harus mukaliaf (akil baligh) dan atas kehendak
sendiri, tidak dipaksa orang lain.'S Seperti juga diisyaratkan
bagi penjual dan pembeli, maka yang dimaksud dengan “ahli
berbuat kebaikan” disini ialah yang berakal (tidak gila atau
tidak bodoh), tidak mubazir (karena harta yang mubazir di
bawah walinya), dan baligh.'®

b. Benda yang diwakafkan harus mempunyai nilai, milik wakif
dan tahan lama dalam penggunaannya. Harta wakaf
menurut hukum Isiam dapat berupa tanah bangunan, tikar/
sajadah untuk sholat di masjid, Al-Qur'an untuk dibaca di
tempat ibadah, dan lain-lain. Hendaklah wakaf itu disebutkan
dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

¢. Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta
benda miliknya. Yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan
pada kepentingan umum. Tujuan peruntukkan harta wakaf
haruslah merupakan hal-hal yang termasuk kategori ibadah
pada umumnya.’

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa
syarat sebagai berikut :
1. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika
diambil manfaatnya.

2. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang
bercampur haknya dengan orang lain pun boleh

15 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999,
hal. 32

% H. Sutaiman Rasyid, Figh slam, Wijaya, Jakarta,1954, hal. 244 cf. Mohd, Zain bt Hajt
Othman, Islamie Law With Special Reference to The Institution of Waaf, Prime
Minlster's Departement, Religius Affairs Division (Islamic Centre}, Kuala
Lumpur, 1982, hal. 49. :

7 Saroso, Nico Ngtani, Op. Cit, hal 11
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diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau
disewakan.'® :
3. Bukan barang haram atau najis™

Sedangkan untuk orang atau pihak yang menerima wakaf
(maukufalaih) berlaku beberapa ketentuan yaitu :

Orang yang ahli memiliki,®® seperti syarat bagi orang
berwakaf (wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), baligh, tidak
mubazir (boros)

Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu
benda diwakafkan. Crang tersebut harus sudah ada pada
waktu terjadi wakaf.

Karena itu tidak sah mewakafkan satu benda untuk
anak yang belum lahir?' Dan tidak sah wakaf kalau
seseorang misalnya berkata ‘saya wakafkan rumah in?’,
karena tidak terang siapa diwakafkannya.?? Sedangkan
Imam Malik berpendapat sah saja.®

d. Sighat atau ikrar/ pernyataan wakaf harus dinyatakan
dengan tegas baik secara lisan, tulisan dan isyarat. Khusus
mengenai pernyataan dengan isyarat hanya diperbolehkan
apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk
menggunakan cara lisan atau berkata jelas dan tidak dapat
menulis. Hal ini mengandung maksud agar sighat wakaf itu
benar-benar dapat diketahui dengan pasti dan jelas, untuk
menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di
kemudian hari. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah
hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah
yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi
tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan
wakafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjuat belikan, maupun
diwariskan. |krar walaf dalah tindakan hukuni yang deklaratif
(sepihak) untuk itu tidak diperlukan adanya kabu;
(penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf
tersebut.

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan

dalam melaksanakan wakaf, di antaranya ialah :

'8 prof. Dr. T.M Hsbi Ash-Shidigqy, op.cit, him. 180 -

19 4. Abubakar, Sejaraft Masjid dan Amal Ibadah Dalamnya, Fa. Toko Buku Adil,
Banjarmasin, 1855, him, 423,

¥y sulaiman Rasyld, op.cit, hal, 305

21 H. Abubakar, loc. cit

22 4 gulaiman Rasyid, op.cit, hal 306

2 prof, Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddiggy, loc.cit
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a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan
rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak
sah. Tapi kalau misalnya mewakaftkan tanah untuk
dijadikan jalanan umum yang akan dilalui oleh orang
Islam dan non Islam (orang kafir}, tidak mengapa.®*

b. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam
perwakafan.?® Karena itu tidak saha kalau seseorang
menyatakan: “Saya wakafkan kebun ini selama satu
tahun”.

c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi

larangan Allah yang menimbulkan fitnah.?
Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat
memberi mudarat kepada warisnya, maka wakafnya
menjadi batal, karena Allah SWT tidak mengijinkan hal
seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk
menghentikan perintah Allah dan menghasilkan
sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban-kewajiban
dari Allah Azza Wa Jalla, maka wakaf itu batal.%’

d. Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru
terlaksana setelah si wakif meninggal dunia, maka
jumiah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh
lebih dari 1/3 sebagian jumiah maksimal yang boleh
diwasiatkan.?®

2.2.6. Pengelola Wakaf/ Nadzir
Untuk menjamin aga: harta wakaf tetap berfungsi sebaik—.
baiknya sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan
pengurusan. Pengurus atau pengelola mempunyai tugas

mengurus dan merawat harta wakaf tersebut. Di samping itu

pula, agar perwakafan dapat terlaksana dengan tertib dan

* 1 Abubakar, foc.cit
zz Pimpinan Pusat Muhammadiyah, op.cit, hal. 273
Ibid
7 Shiddik Ibn Hasan Khan, Ar_raudiatun Nadiyyah, Syarh ad-Durani Bahiyyah, juz 2, al-
Munirivah, Mesir (tanpa tahun) hat. 160

2 pimpinan Pusat Muhammadiyah, op.cit, hal 273 dan 277
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teratur. Pengurus atau pengelola harta wakaf disebut Nadzir.
Nadzir dapat dilakukan oleh wakif sendiri maupun diserahkan

kepda pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum.

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 219, syarat-syarat .

Nadzir perorangan adalah sebagai berikut :

Warga Negara Indonesia

Beragama Islam

Sudah dewasa

Sehat jasmani dan rohani

Tidak berada di bawah pengampuan

S O

Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang
diwakafkan.

Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Badan hukum [ndonesia dan berkedudukan di Indonesia
2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda
yang diwakafkan.

Nadzir dapat memperoleh suatu imbalan jasa sesuai
dengan perjanjian, atau dapat pula mendapat imbalan jasa untuk
keperluan hidupnya dari sebagian hasil harta wakaf tersebut.
Imbalan itu penting, sebab dengan demikian maka pengurusan
atau pengelolaan harta wakaf akan dilakukan dengan sebaik-

baiknya.
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Di samping itu juga Nadzir berwenang melakukan sesuatu

~ yang dapat mendatangkan kebaikan atau hal-hal yang
.mengakibatkan naiknya nilai harta wakaf, dengan
memperlihatkan keténtuan-ketentuan pada umumnya, ataupun
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif sendiri. Tetapi
nadzir tidak boleh menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai

jaminan hutang.

2.3. Perwakafan Sebelum dan Sesudah Berlaku Peraturan
Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977.
2.3.1. Perwakafan sebelum berlaku Peraturan Pemerintah
Nomor: 28 Tahun 1977.

Seperti telah disebutkan padé uraia di muka, bahwa
wakaf yang berasal dari lembaga hukum Islam, telah diterima
oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai
daerah nusantara ini. Praktek mewakafkan untuk keperluan
umum terutama untuk kepetluan peribadatan atau sosial
seperti masjid, surau, sekolah, madrasah, dan kuburan telah
dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Begitu
juga praktek mewakafkan .barang bergerak seperti tikar,
lampu, meja, buku/ kitab/ kendaraan dan lain sebagainya

sudah banyak terdapat di berbagai daerah nusantara ini.




39

Menurut para ahli, lembaga sosial yang hampir sama
dengan wakaf telah dikenal di Indonesia sebelum lsiam ke
negeri ini.

Sebelum Islam datang ke tanah air kita ini, telah ada
sesuatu lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama
dengan wakaf. Untuk sekedar menyebut contoh dapat
ditemukan tanah perman di Lombok dan tanah pusaka
(tinggi) di Minangkabau. Oieh karena itu dapat dipahami,
kalau pengertian kaum muslimin di Indonesia tentang wakaf
selain didasarkan pada AL-Quran, kitab-kitab hadist dan
kitab-kitab figih Islam madzhab Syafi'i, juga oleh adat. Adat
orang Islam indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam,
termasuk diantaranya adat mengenai wakaf. Sebaliknya,
lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam itu telah
diwarnai pula oleh adat Indonesia terutama oleh prinsip adat
kerukunan, kepatuhan  dan keselarasan dalam
menyelesaikan perselisihan yang terjadi mengenai wakaf.?®

Jadi, sejak zaman dahuiu, jauh sebelum PP No. 28
tahun 1977, wakaf ini telah dikenal, ditaksanakan oleh

bangsa Indonesia. la telah dikenal, dalam hukum adat yang

sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber hukum dari

2 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islarn Zakat dan Wakaf, Ui-Press, Jakarta, 1988, hal 94
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hukum Istam. Dengan kata lain berarti wakaf melembaga ke

dalam masyarakat adat oleh karena adanya agama Islam.

Karena wakaf telah banyak dilakukan oleh bangsa
Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum dikeluarkannya UU No.
5 Tahun 1960, yaitu UUPA yang memuat Pasal-Pasal yang
menjadi dasar adanya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun
1977 Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan
yang bertujuan mengatur dan terutama mengawasi tanah
wakaf tersebut. Peraturan itu telah banyak dikefuarkan sejak
zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, Pemerintah
zaman kemerdekaan sampai keiuarnya PP No. 28 tahun
1977, sebagai peraturan pefaksanaan dari UU No. 5 tahun
1960.

Pada zaman Pemerintahan Kolonial Pemerintahan
Hindia Belanda dahulu telah dikeluarkan peraturan-peraturan,
yaitu ; %

1) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama tanggal 31
Januari 1905 no. 435, termuat dalam Bijblad 1905
Nomor: 6196 ftentang Toezicht opden bouw van
Mohammedansche bedenhuizen. Surat edaran ini
kepada para kepala wilayah mengharuskan para Bupati
membuat daftar rumah ibadat bagi orang Islam.

2) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama tanggal 4
Juni 1931 no. 1361/A, termuat dalam Bijblad Nomor:
12573 tentang Toezicht van de regering op
Mohammedansche bedenhuizen vrifdagdiensten en

Wakafs. Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan
perubahan dari Bijblad Nomor: 6196 vyaitu tentang

¥ suparman Usman, op.cit hal. 50
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pengawasan Pemerintah atas rumah peribadatan orang
Isiam, sembahyang Jum’at dan wakaf.

3) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama tanggal 24 .

Desember 1934 No. 3088/A termuat datam Bijblad No.
13390 tentang Toezicht van de regering op
Mohammedansche bedenhuizen vrijdagdiensten en
Wakafs. Surat edaran ini memperiegas apa yang
disebutkan dalam surat edaran sebelumnya.

4) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama tanggal 27
Mei 1935 no. 1273/A termuat dalam Bijblad Nomor:
13480 tahun 1935 tentang Toezicht van de regering op
Mohammedansche bedenhuizen vrijdagdiensten en
Wakafs. Surat edaran ini juga merupakan penegasan
kembali apa yang disebutkan dalam surat edaran
sebelumnya. Dalam surat edaran ini antara lain
ditentukan bahwa Bijblad No. 61696 menginginkan
registrasi tanah wakaf yang dapat dipercaya. Maksud
untuk mewakatkan, tetap harus diberitahukan kepada
Bupati dengan maksud agar Bupati mendapat
kesempatan untuk mendaftarkan wakaf tersebut dan
meneliti apakah ada peraturan umum atau peraturan
setempat yang melanggar dalam pelaksanaan dimaksud.

Peraturan-peraturan zaman kolonial tersebut, pada
zaman kemerdekaan berdasarkan perundang-undangan
yang ada tetap masih berlaku terus, karena belum ada
diadakan peraturan baru tentang wakaf yang mencabut
peraturan-peraturan tersebut.

Sebagai kelanjutan dari berbagai peraturan yang
dikeluarkan pada zaman kolonial, maka pada zaman
kemerdekaan telah dikeluarkan pula beberapa ketentuan
tentang wakaf ini, baik petunjuk instansi yang mengurusnya

dan juga teknis pengurusnya. Departemen Agama Republik

Indonesia yang lahir pada tanggal 3 Jantﬁari 1946 telah
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mengeluarkan berbagai peraturan dan petunjuk yang
berhubungan dengan wakaf antara lain:

1) Surat Jawatan Urusan Agama tanggal 22 Desember

1953 tentang Petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.

2) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/D/1956
tanggal 8 Oktober 1956 tentang Prosedur Perwakafan
Tanah.

Beberapa peraturan tentang perwakafan tanah di atas
dirasakan kurang memadai dan masih banyak kelemahan-
kelemahannya, yaitu belum memberikan kepastian hukum
mengenai tanah-tanah dan banyak terjadi penyimpangan dari‘
hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali terdapat
beraneka ragam untuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf
umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk
didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan sehingga
banyaklah benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lag
keadaannya, malahan dapat terjadi benda-benda yang
diwakafkan itu seolah-seolah sudah menjadi milik dari ahli
waris pengurus.

Berbagai peraturan itu kemudian dengan Peraturan
Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 (yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Pasal 49 ayat 3 UU No. 5 Tahun
1960/ UUPA) dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang yang

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.
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Hal tersebut di atas seperti yang dinyatakan dalam
Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pémerintah Nomor: 28 Tahun
1977 yang berbunyi; Peraturan dan atau ketetuan-ketentuan
tentang perwakafan tar{ah milik sebagaimana tercantum
dalam Bijblad-BijbIéd Nomor. 6196 Tahun 1805, Nomor:
12573 Tahun 1931, Nomor: 13380 Tahun 1934 dan Nomor:
13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya
sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagaimana kita maklumi bahwa keinginan untuk
mengatur perwakafan tanah ini secara tuntas sesuai dengan
jiwa kemerdekaan bangsa Indonesia, telag ada sejak
timbulnya keinginan bangsa Indonesia untuk merubah hukum
agraria warisan kofonial, dengan hukum-hukum Agraria
Nasional. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang
Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, dalam bagian XI Pasal 49 yang mengatur mengenai
hak-hak tanah untuk keputusan suci dan sosial yang
berbunyi: '

1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial
sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang

dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-bdan tersebut
dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup

3 poedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum
Tanah, djambatan, Jakarta, 1984, hal. 19




2.3.2.

untuk bangunan dan usahanya ‘dalam bidang

keagamaan dan sosial.

2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci
lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat
diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara
dengan hak pakai.

3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan
Peraturan Pemerintah. ‘

Dari bunyi ketentuan Pasal 49 tersebut, dapat
disimputkan bahwa dalam rangka menertibkan dan
melindungi tanah-tanah wakaf pemerintah harus memberikan
pengaturannya yang tertuang dalam bentuk suatu Peraturan
Pemerintah yang baru dapat dikeluarkan pada tahun 1977.
Jadi sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 28

Tahun 1977 masih dipergunakan peraturan perwakafan yang

ada sebelumnya.

Perwakafan sesudah berlaku Peraturan Pemerintah

Nomor: 28 Tahun 1977.

Dengan-berfakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 28‘
Tahun 1977, maka semua peraturan perundang-undangan
tentang perwakafan yang ada sebelumnya, sepanjang
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 28
Tahun 1977, dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal
yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28

Tahun 1977, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 17
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ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-

masing.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor.

28 Tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya

yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

8)

7)

8)

9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1977
tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran
Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 1978 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 28
Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan
Tanah Milik. '

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1977 tanggal 8
Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan
ini berlaku umum, maka terkna juga didalamnya mengenai
pendaftaran tanah wakaf.

Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 1 Tahun 1978 tanggal 25 Januari 1978,
tentang pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam
Nomor: Kep/Di75/78 tanggal 18 April 1978 tentang
Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan
tentang Perwakafan Tanah Milik.

Keputusan Menteri Agama Rl No. 73 tahun 1878 tangaal
9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang
kepada Kakanwil Depag, Propinsi untuk mengangkat/
memberhentikan PPAW.

Instruksi Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 1879 tanggal 19
Juni 1979, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.

instruksi Menteri Agama Nomor: 15 Tahun 1989 tentang
Pembuatan Akta lkrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah
Wakaf.

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 72 Tahun 1990
tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku
Himpunan Peraturan Perwakafan Tanah Milik dan Juklak
Pensertifikatan Tanah Wakaf. ‘
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10) Instruksi Presiden Repubiik Indonesia Nomor: 1 Tahun
1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebar luaskan
Kompilasi Hukum tslam. '

11) Keputusan Menteri Agama Rl Nomor: 154 Tahun 1991
tanggat 22 Juli 1991 tentang Instruksi Presiden Republik

" Indonesia Nomor; 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

12) Instruksi bersama Menteri agama Ri dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomor: 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

24 Tahun 1980

Diharapkan peraturan-peraturan tersebut dapat
diterapkan dan dilaksanakan serta dipatuhi oleh masyarakat

maupun pemerintah yang berkompeten menangani masalah

perwakafan.

Wakaf yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor:
f 28 Tahun 1977 dan beserta berbagai peraturan
| pelaksanaannya adatah jenis wakaf Khairi atau wakaf umum.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum

angka 1 sebagai berikut :

_____dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah
wakaf sosial(untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk
perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak
| termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
} pembatasam ini perlu diadakan untuk menghindri kekaburn
masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya
dibatasi hanya kepada tanah milik. Hal ini juga dimaksudkan
untuk menghindari kekacauan di kemudian hari.
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2.3.21. Pengertian Obyek, Fungsi, Unsur dan Syarat

Perwakafan Tanah.

Yang dimaksud dengan perwakafan tanah dalam
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977
adalah .

a) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya vyang berupa tanah milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk
kepentingan peribadatan atau keperiuan umum lainnya
sesuai dengan ajaran agama [slam.

b) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan
hukum yang mewakafkan tanah miliknya.

c) lkrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk
mewakafkan tanah miliknya.

d) Nadzir adalah kelompok orang atau badan yang
diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda
wakaf.

Obyek perwakafan berupa tanah hak milik yang bebas
dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan persengketaan.

Di samping itu juga diisyaratkan pula bahwa tanah
vang diwakafkan itu tidak ada kecacatan dari sudut
kepemilikannya.*?

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda
wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan wakaf ini maka

manfaat dari tanah yang bersangkutan dapat dilakukan,

apakah untuk keperluan peribadatan seperti untuk masjid,

2 suroso, Nico Ngani, op.cit hal 27
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mushola atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan

ketentuan daripada ajaran agama Islam.

Untuk terwujudnya wakaf diperiukan adanya empat

unsur denfan syarat masing-masing sebagai betikut :

a.

Wakif
Yang dapat menjadi wakif adalah atau orang-orang
ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya
Subyek hukum di atas dapat mewakafkan tanah
hak miliknya harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut (Pasal 3 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977):

1) Telah dewasa

2) Sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang
untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak
lain.

Benda Wakaf

Yang dijadikan obyek wakaf adalah tanah hak
milik atau tanah milik yang bebas dari segala
pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengkéta. Tanah milik
yaitu tanah adat turun temurun atau yang sering disebut
tanah adat, haknya belum ditegaskan. Sedang tanah hak
milik adalah tanag milik yang sudah ada sertifikatnya.

Diisyaratkan harus hak milik, karena Undang-

Undang Pokok Agraria, hanya hak milik vyang
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mempunyai sifat turun temurun, terpenuh dan terkuat,
sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak
lainnya mempunyai jangk waktu terbatas). Mengingat
bahwa wakaf itu bersifat suci dan abadi -(untuk selama-
famanya) maka hak atas tanah yang jangka waktunya

terbatas tidak dapat dijadikan benda wakaf.

tkrar Wakaf

ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari
wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (Pasgl 1ayat3
PP No. 28 tahun 1977).

{krar itu harus diucapkan secaré lisan, jelas dan
tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta
lkrar Wakaf (PPAIW) yang mewilayahi tanah wakaf itu
yang kemudian ménuangkannya dalam Akta Ikrar Wakaf
(AIW), dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua
orang saksi (Pasal 5 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977).
Bagi mereka yang tidak mampu menyatakan
kehendaknya secara lisan (bisu} dapat menyatakan
dengan isyarat. Begitu juga apabila wakif tidak dapat
datang, ikrar dibuat tertulis dengan persetujuan Kepala

Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah
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tersebut dan dibacakan kepada Nadzir di hadapan
PPAIW dan saksi-saksi.

Sebelum melaksanakan ikrar wakaf, calon
wakif harus membawa serta daﬁ menyerahkan kepada

PPAIW surat-surat tanah atau bukti pemilikannya.

Nadzir
Nadzir atau pengurus wakaf adalah kelompok
orang atau badan hukum vyang diserahi tugas
pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (Pasal 1
ayat 4 PP No. 28 tahun 1977).
Nadzir terdiri dua macam;
1) Nadzir Perorangan
Harus memenuti syarat ;
a) Warga Nega.ra Indonesia
b) Beragama lslam
¢) Sudah Dewasa
d) Sehat jasmani dan roahaniah
e) Tidak berada di bawah pengampuan
f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya
tanah diwakafkan.
2) Nadzir Badan Hukum
Nadzir yang berbentuk badan hukum harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia

HJPI -PUSTAC TN

T o 4 .
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by Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat
letaknya tanah diwakafkan (Pasal 6 PP No. 28
Tahun 1877).

¢) Badan Hukum yang tujuan dan amal usahanya
untuk kepentigan peribadatan atau kepertuan
umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama
Islam.

d.1.Susunan Nadzir

berdasarkan psal 1 ayat 4 dan Pasal 6 ayat 4
PP No. 28 tahun 1977 jo Pasal 8 dan Pasal 9
Permenag No. 1 Tahun 1978 mengenai Nadzir
disebutkan bisa terdiri dari perorangan atau berbentuk
badan hukum.
Nadzir perorangan ditentukan sebagai berikut :

a) Harus merupakan suatu kelompok yang terdiri

dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan salah
seorang di antaranya sebagai ketua.
Jumiah Nadzir perorangan - dalam sautu
kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya
sejumlah desa yang terdapat di kecamatan
tersebut.

b) Jumlah Nadzir dalam satu desa ditetapkan satu
nadzir

Sedangkan mengenai nadzir yang berbentuk
badan hukum ditentukan sebanyak-banyaknya
sejumlah badan hukum yang ada di kecamatan
tersebut (Pasal 9 ayat 3 PP No. 28 Tahun 1977).

Seorang anggota nadzirA berhenti dari

jabatannya apabila :

a) Meninggal dunia
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b) Mengundurkan diri
¢) Dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir oleh
kepaia KUA karena :

1) tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam
Pasal 6 yat 1 PP No. 28 Tahun 1977.

2) Melakukan tindak pidana kejahatan yang
berhubungan dengan jabatannya sebagai
nadzir.

3) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi
sebagai nadzir (Pasal 8 ayat 2 PP No. 28 Tahun
1977).

d.2. Kewajiban Nadzir
Rincian kewajiban nadzir dsebutkan dalam Pasal 7 PP
No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 10 Permenag No. 1
Tahun 1978 jo Angka IWV/C Peraturan Dirjen
Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78
sebagai berikut :
1) Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf
dan hasilnya yang meliputi :
a. Menyimpan dengan baik lembar kedua
salinan Akta lkrar Wakaf
b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf
serta berusaha meningkatkan hasiinya
¢. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai
dengan ikrar wakaf
d. Menyelenggaarakanpembukuan (administrasi)
wakaf
2) Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah

wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-
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hasil tanah wakaf itu, pada akhir bulan Desember
setiap tahun pada KUA setempat.

3) Memberikan laporan perubahan anggaran nadzir,
apabilé seorang anggota nadzir :

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri

c. Melakukan tindak pidana kehajatan yang
berhubungan dengan jabatannya sebagai
nadzir

. Tidak memenuhi syarat lagi

e. Tidak dapat lagi melakukan kewajiban dan
menugaskan penggantinya apabila jumiah
anggota nadzir perorangan kurang dari 3 (tiga) .
orang. :

o

4) Mengajukan  permohonan  kepada Kanwil
Departemen Agama cq Kepala Bidang Urusan
Agama Islam melalui Kepala KUA dan Kantor
Departemen Agama apabila diperiukan perubahan
penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi
dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
atau oleh karena kepentingan umum.

5) Mengajukan permohonan perubahan status tanah
wakaf kepada Menteri Agama melalui Kepala
KUA, Kandepag, dan Kanwil Depag dengan
memberikan keterangan seperlunya tentang tanah
penggantinya, apabila kepentingan umum

~ menghendakinya.




6)

7)
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Melaporkan k'epada Bupati/ Walikotamadya |
Kepala Daeralh cq Kepala Kantor Pertanahan
setempat apabila terjadi perubahan status tanah
wakaf-atau perubahan penggunaannya untuk
mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Melaporkan kepada Kepala Kantor KUA tentang

hasil pencatatan tanah wakaf yang diurusnya.

d.3. Hak-hak Nadzir

perdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah jo

Pasal 11 Permenag No 1 Tahun 1978 jo Angka IV.D

Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.

Kep/D/75/78 hak-hak nadzir adalah sebagai berikut

1)

2)

Menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf
yang besarnya ditetapkan oleh Kadepag cq Kepala
Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan
tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah
wakaf.

Nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat
menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya
ditetapan oleh Kandepag cq Kepala Seksi Urusan
Agama Islam dengan mengingat hasil tanah wakaf

dan tujuannya.

e. Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW)
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Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf adalah
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk
membuat Akta Ikrar Wakaf, dalam hal ini bertindak
sebagai PéA[W adalah semua Kepala Kantor Urusan
Agama kecématan setempat. Kewenangan Menteri
Agama untuk menunjuk dan menetapkan sebagai
PPAIW itu telah qilimpahkgn kepada Kepala Kantor
Wilayah 'Departem'en Agama sefempat (Keputusan‘
Menteri Agama No. 73 Tahun 1978). Apabila dalam
suatu kecamatan itu belum ada Kantor Urusan
Agamanya, maka ditunjuk Kepala Kantor Urusan
Agama kecamatan terdekat, atau Kepala Seksi Urusan
Agama pada Kandepag itu sebagai PPAIW di daerah
tersebut. Adapun tugas-tugas PPAIW sebagaimana
dicantumkan di dalam Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977
dan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.

Kep/D/75/78.

2.3.2.2. Perwakafan Tanah Menurut Kompilasi Hukum islam
Istilah kompilasi diambil dari bahasa Latin yaitu:
“compilare’ yang mempunyai arti mengumpﬂ!kan barsama-
sama, misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang

tersebar dimana-mana. Dari sudut bahasa kompilasi adalah
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kegiatan pengumpulan dari berébagai bahan tertulis yang
diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu
persoalan tertentu untuk jgﬁtulis dalam suatu buku tertentu.
Latar belakang diédakannya penyusunan kompilasi adalah
karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya
perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum
Islam.

Kompilasi adalah merupakan sebuah kumpulan dari
berbagai pendirian dan pendapat hukum yang berkembang
dalam dunia yang sudah terseleksi dengan baik.”

Pengertian kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman
dari berbagai pendapat hLikum yang diambil dari berbagai
kitab yang ditulis oleh para ulama figih yang biasa
dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama
untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam
suatu himpunan.

Matert atau bahan-bahan hukum yang dimaksud telah
diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian
dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan
perundang-undangan (yaitu dalam Pasal-Pasal tertentu).
Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui instruksi

Presiden Republik indonesia Nomor: 1 tahun 1991 tanggal

% Abdurrahman, op.cit, hal 87
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10 Juni 1991, untuk melaksanakan instrﬁksi ini telah
dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor: 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1981 tentang
Pelaksanaan Instfuksi Presiden Repubiik Indonesia Nomor:
1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1891.

Dengan adanya Kompilasi Hukum lslam diharapkan
tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam
lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf
yang disebabkan oleh masalah figg akan dapat diakhiri.**

Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh
Kompilasi Hukum Islam di indonesia pada dasarnya sama
dengan Hukum Perwakafan yang telah diatur oleh
perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yaitu.
Peraturan Pemeri.nltah Nomor. 28 Tahun 1977. Dalam
beberapa hat hukum Perwakafan merupakan
pengembangan dan  penyempurnaan  pengaturan

| .
perwakafan sesuai dengan hukum lIstam.®

Beberapa ketentuan Hukum Perwakafan menurut
kompilasi yang merupakan pengembangan dan
penyempurnaan ternadap materi perwakafan yang ada pada

perundang-undangan sebelumnya, antara lain :

a) Obyek wakaf

¥ Ipid, Halaman 20
% Suparman Usman, op.cit hal. 103
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d)

58

Menurut Kompilasi hukum Islam, -obyek wakaf tersebut
tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan
dalam PP No. 28 Tahun 1977 tetapi lebih luas yaitu
segala bendé bergerak atau tidak bergerak yang
memiliki data tahan yang tidak hanya sekali pakai dan
bernilai menurut ajaran lIslam (Pasal 215 ayat 4
kompilasi Hukum Islam)

Nadzir sebelum  melaksanakan tuga_as, harus
mengucapkan shmpah dihad_apan Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan yang disaksikan sekurang-kurangnya
2 orang saksi (Pasal 219 ayat 4 Kompilasi Hukum Islamy).

3

Jumlah Nadzir L

Jumlah nadzir .yang diperbolehkan untuk satu unit
perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan
sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran
Maijelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat (Pasal
219 ayat 5 kompilasi Hukum Islam).

Perubahan benda wakaf

Menurut Pasal 225 kompilasi Hukum lslam perubahan
benda wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal
tertentu  setelah  terlebih dahulu  mendapatkan

persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama
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Kecamatan atas saran majelis ulama kecamatan dan
Camat setempat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggunga jaWab nadzir dilakukan secara bersama-sama
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis
Uléma Kecamatan dan Pengadilan Agama yang
memwilayahi Pasal (227 Kompilasi Hukum Islam).
Peranan Majelis Ulama dan Camat

Kompilasi Hukum Islam dalam hal perwakafan
memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas
kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat
setempat diandiﬁgkan dengan ketentuan yang diatur oleh
perundangan-undngan sebelumnya yaitu :

a) Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 219; Ayat (3):
Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus
didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat setelah mendengar saran dari Camat dan
Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan
pengesahan.

Ayat (5) :

Jumiah nadzir yang diperbolehkan untuk stu unit
perwakafan seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5)
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan
sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran
Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 ayat (2)
Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala
atas semua hal yanh menjadi tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan
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tembusan Majelis Ulama Kecamatan dan Camat
setempat.

c) Kompilasi Hukum Islam Pasal 221 ayat (2) :
Bitamana terdapal lowongan jabatan nadzir karena
salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat
(1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama
Kecamatan dan Camat setempat.

d) Kompilasi Hukum Islam Pasal 222 ;
Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas
yang jenis dan jumiahnya ditentukan berdasarkan
kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

e) Kompitasi Hukum [slam Pasal 225 ayat (2) :
Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1)
hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal terentu
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
atas berdasarkan saran dari Majelis Ulama
Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf
seperti diikrarkan wakif
2. Karena kepentingan umum

f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 227 .
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-
sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama
yang memwilayahinya.*®

% Apdurrahman, op.cit, hal. 167
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2.3.2.3. Peraturan-peraturan yang Berlaku Tentang Perwakafan

Tanah di Indonesia

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai

perangkat aturan yang masih berlaku yang mengatur

masalah perwakafan tanah milik. Seperti yang dimuat dalam

-buku

Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Perwakafan Tanah diterbitkan oleh Departemen Agama Rl,

maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6}

7

8)

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tanggal 24
September 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Pasal 49 ayat (3) memberi isyarat bahwa
Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tanggal
17 Mei 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1977 tanggal 8
Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan
ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya
mengenai pendaftaran tanah wakaf.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1977
tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran
Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 1978
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor: 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978
tentang Perwakafan Tanah Milik.

Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 1 Tahun 1978 tanggal 25 Januari 1978,
tentang pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Direkiur Jenderal Bimbingan masyarakat
Islam Nomor: Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978
tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan
Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
Keputusan Menteri Agama Rl No. 73 tahun 1978
tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian
Wewenang kepada Kakanwil Depag, Propinsi untuk
mengangkat/ memberhentikan PPAIW. .




9)
10)
11)

12)

13)

14)
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Instruksi Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 1978 tanggal
19 Juni 1979, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.
Instruksi Menteri Agama Nomor: 15 Tahun 1989
tentang Pembuatan Akta lkrar Wakaf dan
Pensertifikatan Tanah VWakaf.
Instruksi Presiden Republik indonesia Nomor: 1 Tahun
1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebar luaskan
Kompilasi Hukum islam.
Keputusan Menteri Agama Rl Nomor: 154 Tahun 1891
tanggal 22 Juli 1991 tentang Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 tanggal 10
Juni 1991.
Instruksi bersama Menteri agama RI dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomor: 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah
Wakaf. '

24 Tahun 1990 :
Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 72 Tahun
1990 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku
Himpunan Peraturan Perwakafan Tanah Milik dan
Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf.
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BAB lil
METODE PENELITIAN

Untuk mempertajam dari penelitian ini maka metode penelitian
merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian, oleh
karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode peneli{ian
dapat diartikan sebagai iimu untuk mengungkapkan dan menerangkan
gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia,
dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah
perarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan
sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan
dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat

manusia.”

3.1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan  yuridis-empiris. Pendekatan yuridis
dipergunakan untuk ﬁenganalisa berbagai peraturan perundang-
undangan dibidang pemwakafan tanah hak milik.
Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan  untuk

menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat

3 4. Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.
9
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aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi
hukum dilihat sebagai prilaku masyarakat yang mengejala dan
mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan
berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi,
sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual
akan' dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan

yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu
kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau
hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif
seperti ini menggunakan metode survei.®® Lebih jauh penelitian ini
berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang ditelitt secara

lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Palembang
dengan pertimbangan Kota Palembang merupakan Ibukota Propinsi
dan di Kota Palembang ini banyak terjadi perwakafan tanah milik yang

belum terdaftar.

% Altherton & Kiemmack dalam irawan Soshartono,Metode Penelitian sosial suatu tehnik

‘penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya, Bandung, Remaja Rosda Karya,
1999, hal. 63
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3.4. 'Popu!asi dan sample
3.4.1.Populasi
Populasi adatah wilayah generalisasi yang terdiri atas,
obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya.®®
Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-
benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah
yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi
seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek
itu, 0
Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang

memiliki hubungan dengan perwakafan di Kota Palembang.

3.4.2. Teknik Sampling
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini
adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang
dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada

tujuan tertentu,

32 Sugiono, Metode Peneiitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57 -
Loc. Cit. . :
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Seperti yang dikemukan oleh Mardailis, yaitu:*’

“penggunaan teknik purposive sampling mempunyai suatu tujuan
atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini
diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat memwakili
karakteristik populasi yang dikenal sebelumnya. Penggunaan
teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang
ciri-ciri tertentu yang tertentu telah didapat dari populasi
sebelumnya.”

| Responden yang menjadi sleber data dalam penelitian
.ini adalah:
a. Wakif;
b.. Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang;,
c. Kepala KUA (sebagai Pegawai Pencatat Akta lkrar dan

Wakaf ) llir Barat Il

3.5. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh I'angsung dari sumber pertama di
lapangan melaiui penelitian, yaitu da-ri prilaku masyarakat.
Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

laporan, buku harian dan seterusnya.®

4 Mardailis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 1989,
hal. 58
2 Speryono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu finjauan
Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12
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Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data
atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data
yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data
sekunder yaitu data yang diperoleh  dari bahan kepustakaan
dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.
Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan
hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945,
Undang-undang, yurisprudensi dan Trakiat dan berbagai
fperaturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya.
Bahan hukum sekunder berupa : rancangaﬁ peraturan
perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan
hasil-hasit penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan
‘masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi

dan indeks komulatif.

3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara:
é. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur.
Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada
daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti,
sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang

dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi
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diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan '

situasi yang berlangsung.

b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan
terhadap kegiatan perwakafan tanah mitik , Kepala KUA (sebagai
Pejabat pembuat Akta lkrar wak;':xf), Camat llir Barat, dan juga
para pejabat instansi yang terkait dengan masalah tersebut
sebagai responden .

Instrumen dalam penelitian ilni terdiri dari instrumen utama
dan instrumen penunjang. Instrume?n utama adalah peneliti sendiri,
sedangkan instrumen penunjang acialah daftar pertanyaan, catatan

lapangan dan rekaman tape recorder.*

3.7. Pengolahan dan Analisis Data
3.7.1.Pengolahan Data
Setelah semua data dap%zt dikumpulkan dengan metode

observasi dan intervieuw, malj(a dilakukan pengolahan data

dengan cara sebagai berikut:**

a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu

' diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang di
ragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah
dibandingkan antara yang satu dengan yang lain,
ditakukan pertanyaan ulang kepada responden yang
bersangkutan; _

b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan
kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali kedalam
buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil

4 5. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kuafitatif, Bandung, Tarsito, 1992, hal. @
4“4 Liman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kerfas Kerja Atau Skripsi Himu Hukurmn,
Mandar Maju, Bandung, 1995. '
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wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini
memuat catatan keterangan menurut nama-nama
responden;

¢. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis, mulai
menyusun semua catatan keterangan, dengan
membanding-bandingkan antara keterangan yang satu
dan vyang lain dan mengelompokannya dan
mengklasifikasikan data-data tersebut kedalam buku
ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya,
untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan
sebagai hasii penelitian lapangan.

3.7.2. Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini di lakukan secara
kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian di susun
secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif untuk

mencapai kejelasan masalah yang di bahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang
dinyatakan oiéh responden secara tertulis atau lisan dan juga
perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

yang utuh.*

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu
penjelasan dan penginterpretasian secara fogis, sistematis.
|ogis sistematis menunjukan cara berfikir deduktif-induktif dan

mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian iimiah.

“ goerjono Soekanto, Op. Cit. hal. 12
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Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan
secara deskriptif, ya.itu dengan menuturkan dan mengambarkan apa
adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.*® Dari hasil
tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4 1 B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian Il, UNS Press, surakarta,
1998, hal. 37.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

41. Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kantor Urusan Agama
(KUA) kecamatan llir Barat Il Palembang

4.1.1. Pelaksanaan Perwakafan dan Pendaftarannya

Kecamatan llir barat || merupakan bagian dari
wilayah kota Palembang yang terdiri dari 10 kelurahan dari
kelurahan tersebut dapat diketahui jumlah tanah wakafyang
didaftarkan atau yang telah bersertifikat, sebagaimana

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Dari hasil riset yang telah penulis lakukan di Kantor
Urusan Agama, Nadzir Kelurahan 30 illir dan 35 illir
Kecamatan llir Barat It Kota Palembang, dapat disimpulkan
bahwa pada umumnya tata cara perwakafan tanahnya
dilakukan dalam dua cara, yaitu:

a) Secara lisan
b) Secara tertulis

Dari kedua macam cara ini, yang paling banyak
adalah secara lisan. Hal ini ditempuh bukan saja karena
telah menjadi kebiasaan setempat juga disebabkan karena
hal itu dirasakan lebih sederhana, mudah dan sesuai
dengan dengan keadaan masyarakat pada umumnya.
Adapun tanah-tapah yang diwakafkan itu dipergunakan
untuk keperluan masjid, langgar, madrasah dan perkuburan
sesuai dengan ikrar wakif.

Selain itu, bahwa perwakafan tanah yang ada di
Kecamatan llir Barat H Palembang, sebagian terjadi
sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 28
tahun 1977, yang pada saat itu sebenarnya juga sudah ada
pengaturan mengenai pemakafan tanahm diantaranya

yaitu:
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a. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
1) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal
31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di
dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang Toezicht op den
bouw van Mohammedaansche bedehuizen. Dalam
Surat Edaran ini sekalipun tidak diatur secara khusus
tentang wakaf akan tetapi dinyatakan bahwa tidak ada
maksud pemerintah sama sekali untuk menghalang-
halangi orang Indonesia Islam memenuhi keperluan
keagamaan mereka, untuk mana pembatasan dalam
pembuatan rumah ibadat baru boleh diadakan apabita
dikehendaki oleh kepentingan-umum. Surat Edaran
yang ditujukan kepada para Kepala Wilayah di Jawa
dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah
Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya
para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadat Islam
yang ada di kabupaten masing-masing. Dalam daftar
itu harus dicatat tentang asal-usul tiap rumah ibadat,
dipakai untuk shalat jum’at atau tidak, ada pekarangan
atau tidak ada, ada wakaf atau tidak. Selain itu kepada
setiap Bupati diwajibkan bula untuk membuat daftar
yang memuat keterangan tentang segala benda yang

tak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putera)
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ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf
atau dengan nama lain.

2) Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4
Juni 1931 No. 1361/A sebagaimana termuat di dalam
Bijblad 1931 No. 125/3 tentang Toezicht op den bouw
van Mohammedaansche bedehuizen. Vrijdagdien sten
en wakafs. Walagpun surat edaran ini diadakan
beberapa peru.bahan daripada Bijblad 6196 antara lain
ditentukan agar para Bulatri sepanjang yahg belum
ada, membuat daftar rumah-rumah ibadah, yang
dipergunakan untuk Shalat Jum’at, dimana dicatat
tentang asal-usul dan wakaf atau tidak. Bijblad 6196
harus diperhatikan baik supaya diperoleh register harta
benda wakaf. Untuk mewakafkan harta tetap
diperlukan izin. Bupati yang meniiai permohonan itu
hanya dari segi tempat harta tetap itu dan maksud
pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang
diizinkannya dimasukkan ke dalam daftar, yang
dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama. Dari setiap
pendaftaran diberitahukan kepada Assisten Wedana
untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan

kepada Kantor Landrente.

_.’..‘1
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3) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24
Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat
didalam Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang
Toezicht op den bouw van Mohammedaansche
bedehuizen. Verijdogdientsten en wakafs. Surat
Edaran ini sifathya hanya mempertegas apa yang
disebut di dalam surat edaran sebelumnya dimana
antara lain ditentukan bahwa seandainya tentang
mengadakan shalat Jum’at terdapat sengketa di dalam
masyarakat Istam. Bupati boleh memimpin usaha
mencari penyelesaian asalkan dimintakan oleh pihak —
pihak yang bersangkutan.

4) Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei
1935 No. 1273/A sebagaimana yang termuat di dalam
Bijblad 1935 No. 13480 tentang Toezicht op den bouw
van Mohammedaansche bedehuizen en wakafs.
Sebagaimana halnay dengan surat edaran
sebelumnya, maka dalam surat edaran ini diberikan

beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan
dimana antara lain ditentukan, bahwa Bijblad No. 6196
menginginkan resgistrasi harta tetap wakafan yang
dapat dipercaya. Disamping itu maksud untuk

mewakafkan sesuatu harta tetap harus diberitahu
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kepada Bupati dengan maksud supaya Bupati
mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf itu
dalam daftar yang disediakan untuk itu dan meneliti
apakah ada peraturan umum atau peraturan setempat
yang dilanggar dalam pelaksanaan maksud itu.

* Peraturan dimaksud pada zaman kemerdekaan masih
tetap diberlakukan terus karena masih diadakan suatu
peraturan tentang perwakafan yang baru. Di zaman
kemerdekaan telah pula dikeluarkan beberapa ketentuan
dan petunjuk tentang perwakafan antara lain beberapa
petunjuk dari Departemen Agama tanggal 22 Desember
1953 tentang petunjuk — petunjuk mengenai wakaf.
Tugas kewajiban bagian D (ibadah sosial) jawatén
urusan Agama, Surat Edaran Jawatan Urusan Agama
tanggal 8 Oktoher 1956, No. 3/D/ tentang wakaf yang
bukan milik kemesjidan, Surat Edaran Jawatan Urusan
Agama, No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan
Tanah.

Pengaturan tentang persoalan wakaf yang berasal dari
zaman kolonial tersebut pada zaman kemerdekaan
dirasakan kurang memadai dan sudah banyak
ketinggalan. Oleh karena itu, dalam rangkan

pembaharuan Hukum Agraria di negara kita, persoalan
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tentang perwakafan tanah ini diberikan perhatian yang
khusus sebagaimana terlihat dengan adanya Bab X! dari
UUPA Unda'ng—Undang No.5 Tahun 1960 tentang Hak
Tanah untuk keperluan suci dan sosial.

b. Sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
Berupa instruksi Menteri Agama tanggal 20 oktober
1966 Nomor. 14 taﬁun 1966 tentang cara perwakafan
tanah dan pengesahan tanah-tanah wakaf yang ada.

Namun demikian walaupun sudah sekian banyak
ketentuan yang mengatur tentang tata cara perwakafan,
tetapi pelaksanaannya sampai dengan mulai beriakunya
Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1877, tetap
dilakukan secara lisan. Acara perwakafan tanah secara
lisan itu, biasanya diselenggarakan dihadapan para ahli
waris, pegawai pembantu pencatat nikah (P3N), pengurus
mesjid dan saksi-saksi namun penulis tidak memperoleh
data apakah dilaksanakan pencatatan atau tidak.

Masyarakat di wilayah kecamatan llir Barat i
dalam mewakafkan tanahnya hanya memperhatikan segi
agamanya saja tanpa memperhatikan segi adminstrasinya,
hal tersebut disebabkan karena mereka beranggapan
bahwa dalam mewakafkan tanah miliknya sudah cukup

apabila sudah sah menurut hukum islam yeitu pernyataan
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(Sighat) dari wakif cukup secara lisan secara lisan saja
disamping harus memenuhi persyaratan yang lain seperti
ada benda yang diwakafkan (maukuf), ada tujuan atau
tempat kemana harta tersebut diwakafkan (maukuralaih)
dan sudah diketahui oleh masyarakat umum, sehingga tidak
mungkin akan terjadi perselisihan atau persengketaan di
kemudian hari. -
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor:
28 tahun 1977 beserta peraturan pelaksanaan lainnya,
maka merupakan keharﬁsan bagi‘ masyarakat khususnya di
Kecamatan llir Bafat Il untuk mendaftarkan tanah-tanah
wakaf yang ada, baik ke kantor Urusan Agama Kecamatan
llir Barat [l maupun ke kantor Pertanahan Kota Palembang.
Disamping itu merupakan keharusan juga bagi crang atau
badan hukum yang akan mewakafkan tanahnya, agar
dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Kantor
Pertanahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi
tanah-tanah wakaf yang bersangkutan, agar tetap berfungsi
sesuai dengan tujuan wakaf.
4.1.1.1.Pelaksanaan Perwakafan
Setelah penulis mengadakan riset di KUA Kecamatan Hiir
Barat ll, didapat temuan bahwa pelaksanaan (tata cara)

parwakafan untuk mendapatkah Akté Ikrar Wakaf atau Akta
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Pengganti Akta lkrar Wakaf sudah sesuai dengan apa yang
telah ditentukan oleh Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 28
tahun 1977 jo Permendagri no. 6 tahun 1977 dan Pasal 223
Kompi]asi Hukum Islam baik itu berupa tanah Wakaf yang baru
maupun yang lama karena penulis tidak memperoleh data
perwakafan tanah yang dilaksanakan sebelum tahun 1880 dan
pada saat penelitian, mempercleh data seluruh tanah wakaf
yang ada yaitu sebanya'k 86 buah, telah mendapatkan Akta tkrar
Wakaf 38 buah dan sisanya 48 buah telah mendapat Akta
Pengganti Ikrar Wakaf. Adapun prosegﬂur (tata cara) perwakafan
adalah sebagai bEI:ikUtZ

Pasal 9 PP no. 28 tahun 1977:

1) Pihak yang henc\!\ak mewakafkan tanahnya diharuskan
datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar Wakaf
untuk melaksanakan lkrar Wakaf.

2) Pejabat Pembuat lkrar wakaf seperti dimaksud dalam
ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

3) Isi dan bentuk ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri
Agama.

4) Pelaksanaan lkrar, demikian pula pembuatan Akta ikrar
Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan cleh

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
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Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1)

pihak yang mewakaft.an tanan diharuskan membawa

serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam

ayat (2) surat-surat berikut:

a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah
tainnya.

b) Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat
oleh Kepala Kecamatan Setempat yang menerangkan
kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut

sesuatu sengketa.

Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam:

1)

2)

3)

4)

Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar
wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
untuk melaksanakan tkrar Wakaf.

Ist dan bentuk ikrar ditetapkan oleh Menteri Agama.
Pelaksanaan lkrar, demikian pula pembuatan akta ikrar
wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oieh
sekurang-kurangnya 2 (dua) ocrang saksi.

Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1)
pihak yang mewakafkan tanah diharuskan menyerahkan
kepada Pejabat tersebut dalam Pasal 215 ayat (6) surat-
surat sebagai berikut:

a) Tanda bukti pemilikan harta benda
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b) Jika benda yang diwakafkan berupa bendatidak
bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari
kepala desa yang diperkuat oleh Camat setempat
yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak
yang dimaksud,

¢) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan
kelengkapan dari benda tidak bergerak.

41.1.2. Pendaftarannya

Untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum
atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk
melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wiiéyah Republik
Indonesia, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 19
ayat 1 UUPA yang berbunyi:
| Untuk mehjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas dikeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor: 10/1961 yang kemudian diganti
dengan PP Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
yang memuat pengaturan secara tekhnis penyelenggaraan

pendaftaran tanah di negara kita.
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Di dalam peraturan Pemerintah nomo 24 tahun 1997
Pasal 23 huruf ¢ menyebutkan untuk keperluan pendaftaran
hak: tanah wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf. Jadi Akta
Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti lkrar Wakaf mutlak
diperlukan untuk keperluan pendaftaran tanah wakaf supaya
dapat diterbitkan sertifikatnya.
Dari hasil riset, penulis mengemukakan bahwa sejak
kantor urusan agama kecamatan ilir Barat berdiri tahun 1980
sampai dengan sekarang tanah Wakaf yang sudah terdaftar
di Kantor Pertanahan Kota Palembang dan teilah mendapatkan
sertifikat sebagai tanda bukti hak sébanyak 77 (tujuh puluh
tujuh) buah sedangkan. sisanya sebanyak 9 (sembilan} buah
sedang dalam proses di kantor pertanahan kota Palembang.*
Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun
1997, pendaftaran tanah bertujuan: *®
1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,
satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan.
2) Untuk menyediakan informési kepada pihak yang

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan

47 Sumber data : rekapitulasi tanah wakaf di Kecamatan llir Barat Il Kodya Falembarng
® guroso tsmuhadi Ef, All, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Relindo Jayatama, Jakarta,
1997 :
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mudah dapat memperoleh data yang diperiukan dalam

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satﬁan—satuan rumah susun yang sudah

terdaftar.

3) Untuk terseienggaranya tertib administrasi pertanahan.
Sedangkan objek pend;af'taran ianah menurut Pasal 9
Peraturan pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah Meliputi: |
a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak miiik, hak guna
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.
b) Tanah hak pengelolaan
¢) Tanah wakaf
d) Hak milik atas satuan rumah susun.
e) Hak tanggungan
f) Tanah negara
Sebagai tanda bukti bahwa tanah wakaf telah didaftarkan

maka diterbitkanlah sertifikat tanah wakaf. Menurut Pasal 1 ayat 20
bab | Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahu 1987
yang berbunyi: sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dalarﬁ Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan
haktanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku

tanah yang bersangkutan. Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-
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Undang Nomor: § tahun 1860 menyatakan sebagai berikut:
pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Jadi yang dimaksud dengan sertifikat tanah adalah
merupakan tanda bukti hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat
pembuktian yang kuat. Pembuktian yang kuat disini khusus
mengenai hak atas tanahnya, bukan hak yang ada diatasnya.
Disamping sebagai alat pembuktian yang kuat, juga dapat
merupakan sejarah daripada pemilikan tanah maupun lalfu lintas
hukum pertanahan, sebab setiap perubahan nama, peralihan atas
pembebanan dengan sesuatu hak wajib dicatat dalam sertifikat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, persertifikatan
tanah wakéf di Kecamadtan llir Ba;rat i diléksanakan setelah tahun
1990.%° Hat ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a) Kurangnya kesadéran hukum dari masyarakat itu sendiri.
- b) Tidak adanya dana/anggaran yang tersedia untuk
membiayai persertifikatan tanah wakaf.
¢) Sulitnya memenuhi kelengkapan persyaratan surat-
suratnya.
Rupanya bukan hanya di Propinsi Sumatera Selatan saja
khususnya di wilayah Kecamatan llir Barat Il yang menghadapi

kendala seperti yang telah diuraikan diatas hampir di seluruh

“ Sumber data, op.cit
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Indonesia, hal ini dapat dilihat pada tabel: jumlah tanah wakaf
.menurut statusnya di Propinsi Seluruh Indonesia sampai dengan ;

bulan Oktober tahun 1990/ 1891.5°

b Departemen Agama, Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf, Proyek Pembinaan Zakat
dan Wakaf, Jakarta, 1990/ 1991, Hal. 17




L8

‘qrMEZ UPANS HBQWINS

Z6' P9 Z0R LY | 00'0ZZTILE SE' P/ 6.0°8Z€ | 00686822 00'951'080°95 | 00'c2585 00'opLZre'te | 00'001'%E yejune
00'n 000 00°0 : 000 000 00'0 00'0 . {000 Inw|[-Jowlt] | £2
00'058'86¥ 00222 00'092 LFY 00'0ie 00'cEL gL 00'Z 00'isp ZE 0061 eder uel| | 92
Z8'065EL0T 06'996 00'889'8556°1 00'¥EY 28'20L VS 00'zLs 0o'o 00'0 . nanew | 52
Z9'061°€08°L 00'628 £F'0E9° 8 00'0Z 88'921°25% 1L 00'gLe DE'EDECOL 00'c8 LIN | ¥2
09°e/26042 | 006458 01'0vS'2TL 8L 00'9/9'8 DS PL6'088'L DOELYL 00'668°L90°) 00'06¢ gIN | £2
9e'/1E'62871 00'/69 91'0/0°Z6¢E 00'¥9L 12'0Z8'e9Z 00'BLL 00'dZrele 00'pL¥ lleg | gz
00°GPE BES S 00'¥0S'Z 00'ELESEED D0'0SEZ 00'E6¥'012 00°0pL 00'0FS) 00'y ey} 1sameIng | L2
00'8/5'085'62 | 00'gE6'Y 54'5b9°0gy L2 00" LE6S Y SZ'vEY 8.8°L 00’8802 00809 LbT 00 LPL ueles ISaMEINS | 02
89'846'99/°L 00802 Eg'CLy'60L’ L 00'e68°L 08°0Lb'SLY 00'982 00'9EL 281 00'1ZL yebuay Jsemelng 1 61
18' 5 Z6LE 00'908"L 92'780'999°¢ 00'869°L 05'cl6'88 00'sg GL'6BP LE 00'cZ elej) 1sameing | gl
0R'OFLOPSE 00'L6L°Z 79611 6ELS 00'688°L ££'2ZT 6Th 00'¢/2 58Tyl LL 00'62 Jniy) [ ueUeUsEy | L
g9e'60L'6¥0'6 00'gek 6 56'654°LE0Q 00'259°9 rr'6YL ¥BY 2 002067} 18'c08°EgE’L 00'698 ue®es uejewley | gi
18'ESY 2SS (T4 Z5'96L /95'C 00’6641 vE£'529'008 0G'LZe 56'609°059°2 00'9% yeBua) uejewiiey | g1
69'8BY ZIT Y 00'656°k ¥9'699'95) ¥ 00'LL61 SO'eZ6'LS 00'.E 00'S68°E 00's R URjueLey 1 |
y5 06,954tk | 00°SA8°ES ¥6'061L 799 ve | 00°120°VE Z6'E65 LEGE 00'glz el B9'G00°LOG'S 00'89'¢ ahwil] BMEr | £1
LL'GED'ZL0L oo'orZe 15°208'908 00'L6F'T ST LEE YT 00'cee GE'pE oYL 00'08¢ enEeeABOA 10 | 2l
6.'£98 0E9'6Z 00'8TL 85 10'806'04p L2 00'v80 b AN RN 00'vig'g 90'GE0'BLS L 00'0ZZ'L yebual emer | LI
YEZEC V0L 08 | 00'SEE'LL - oF'eL0862°65 | 00'v/90S 85194046721 00'940°)VZ ge'2loger L 00's0E'g jeleg emer | 01
0C'965 ¥58'C 00'6SE ¥ Z9'0L¥E0F 00'088°E 95'0¥5 092 00'62E 00'5P9'GLL 0000k epeer [¥0 | 6
BO'ES'6ZL L) 00'gzo )L 26'808'GEBEL 00'v296 2e'08.8Z82. | DO'ELLTL 02 ¥90°506 00'622 ~BundweT | §
00'6/8'6/091 00'96Z "L 00'095 6% 0L 00'S6L'S 00'Z0E'9LE'L 0G'E6Z'L 00 L0Vl Y 00'808 I
00'¥0Z 5852 00’2yl 05'€/29/8°T 00'vay 00'SET L 00'zre 085697401 00'Ly nynsbiueq | 9
64'10F peE AL 00'g8L L 00'550' 228 F1 00'seT’e 62513 ¥0GE 00'¥e9 05'2yl 825 00'viZ uEjRjas RIBJEWNS | §
1G'gze Zse'BL | 00'L6TS $6'8.6'280°41 00'985 v £6'561°050°L 00'i56 D0'EYL6LE 00'¥EL netd | ¥
B0'8ZE¥B0GE | 00vEL DL S9'LOB'BLLEL 00'628'8 $6'651'8E1'C 00'649°L 05'00E"922 00'0EZ eJeq Bjeling | g
OE'60S LrL L | 00'6EL'8L 0L'LYZ'656'8L 00'0e5 9l 0Z'e62'1.92 00'996°1L 80'¥16EL 00’18 el Balewng | g
000LOZiVIE | GD'ISETL oS ZLY PPEGE | 0020811 ¥¥'GZ6 05k T 00'v20 L 002/ 1L [ Yoy i'g | b

0 6 2 L g [ v £ 4 !

) sem] Ise}07 W] svn 1SYCT ;W) svn 1SYYON (W) svn1 1SVAHOT .
Ndg ISNIdO¥d 1Q ON
: MIYdY NVLY MIVHIE NNTIE MIVAY NVLY Mive3a Hvans |10 vivDld/ LyMidil M3 SHEE HYANs
L66L/0661

unyey ‘_mnoﬂxo.cmm:m uebus(l ledwieg Bissuopu| yninjeg 1suidold 1q BAUSNIBIS JNINUSIA JeX e UBUEL Yejnr 2y (8qet




88

Setelah melihat tabel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa

. masih banyak sekali tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum

didaftarkan baik itu beruba Akta lkrar Wakaf (AIW) atau akta

pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) maupun berwujud sertifikat

tanah wakaf.

Dengan mehyédari hal terseb.ut mulai tahun 1990
Pemerintah telah méngambﬂ beberapa langkah penting yaitu
dengan mengeluarkan beberapa peraturan yaitu berupa:

1) Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 72
tahun 1990 tentang pembentukan Tim Penyempurnaan Buku
Himpunan Peraturan Perwakafan Tanah Milik Dan Juklak
Persertifikatan Tanah Wakaf.

2) instruksi Menteri Agama Nomor: 15 tahun 1989 Tentang
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan tanah wakaf.

3) Instruksi bersama Menteri Agama Rl dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 4 tahun 1990 tentang Sertifikasi
Tanah wakaf.24 tahun 1990

4) Surat edaran birektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

dan Urusan Haji Nomor: D/KD/BA.03.2/06/90 tanggal 14

September 1990 tentang penggunaan Uang proyek.
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Atas dasar instruksi dan surat Edaran Diatas Kepala Kantor
‘Urusan Agama Kecamatan ilir Barat |l telah membentuk Tim
Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf untuk wilayah Kecamatan llir
Barat ll yang anggotanya terdiri dari pegawai KUA itu sendiri dan
P3N (Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah) dikelurahan masing-
masing untuk menghubungi para pengurus tanah wakaf dengan
membawa blangko-blangko yang diperiukan.

Tim yang dibentuk oleh kantor urusan Agama berhasil
melaksanakan inventarisasi tanah wakaf tersebut, hal ini terbukfi
dengan dari 86 buah tanah wakaf semuanya sudah dibuatkan Akta
tkrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta.lkrar wakaf dan sejumléh
77. ?buah sudah bersertifikat. Dari jumiah 86 buah tanah wakaf
tersebut dibagi dalam 3 kategori,: untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Jumlah Tanah Wakaf Menurut Penggunaannya di
Kecamatan llir Barat !l Palembang Tahun 2002

No | Jenis tanah wakaf | Lokasi | Luas (m“) | Persentase %) | Ket
1 2 3 4 5 6
1. | Tempat ibadah

a. Mesjid 23 38529 26,74

b. Langgar 52 10581 60,47

Pendidikan

Madrasah/ sekolah | 8 4321 9,30

Pekuburan/ makam | 3 29670 3,49

Jumiah 86 83101 100

Sumber data: Data Sekunder tahun 2002
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Prosedur pendaftaran tanah wakaf di kecamatan llir Barat |l

-sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 PP Nomor: 28

tahun 1977 jo Permendagri Nomor: 6 tahun 1977 dan Pasal 224

Kompilasi hukum Islam yaitu:

Pasal 10 PP no. 28 tahun 1977:

1)

2)

3)

4)

Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf
atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan
permohonan kepada Bupati/ walikota Kepala Daerah cq. Kepala
Sub Direktorat Agraria (sekarang kantor Pertanagan Setempat)
untuk mendaftar perwékafan tanah_ milik yang bersangkutan
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun
1961 (Sudah diganti dengan PP Nomor: 24 tahun 1997).

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat

.Agraria setempat, sefelah menerima permohonan tersebut

dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang
bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Jika tanah yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka
pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah
untuk tanah tersebut dibuatkan éertiﬂkatnya.

Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan

perwakafan yang dimaksud dalam ayat {2) dan (3).
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5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam
buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2) dan (3),
maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkan kepada
pejabat yang ditunjuk ocleh Menteri Agama.

Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam;

Setelah akta |krar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang
bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada
Camat untuk mendaftar perwakafan benda yang

bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

Biaya Yang Diperiukan Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf
Segala biaya yang menyangkut perwakafan tanah
sepanjang mengenai administrasi perwakafan tanah milik pada
instansi-instansi Departemen agama, ditiadakan, kecuali bea
materai. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri
Agama Nomor: 1 tahun 1978 angkaV Ia_mpiran Il peraturan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat {slam Nomor: Kep/D/75/78, yang

berbunyi: penyelesaian administrasi perwakafan tanah milik yang

‘diatur dalam peraturan ini dibebaskan dari biaya kecuali bea

materai.
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Selanjutnya dalam angka V Lampiran |l Peraturan Direktorat

. dJdenderal Bimbingan Masyarakat Islam disebutkan:

1) Untuk penyelesaian administrasi perwakafan tanah di KUA
Kecamatan termasuk formulir tidak dikenakan biaya kecuali
bea maeriai menurut ketentuan yang berlaku.

'2) Untuk menyelesaikan pendaftaran dan pencatatan
perwakafan di kantor Direkiorat Agraria tidak dikenakan
biaya, kecuali biaya pengukuran dan biaya materai sesuai

ketentuan yang berlaku.

Menurut Juklak Persertifikatan Tanah wakaf mengenai biaya
yang dipertukan dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf
adalah sebagai berikut:

a) Apabila tanah wakaf berasal dari tanah sertifikat hak milik,
pendaftaran dan pencatatan berdasarkan Akta |krar Wakaf atau
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tidak dikenakan biaya, kecuali
apabila tanah wakaf tersebut merupakan sebagian dari tanah
sertifikat tanah hak milik tersebut dikenakan biaya pemisahan
dan biaya pengganti cétak blanko/ formulir.

b) Apabila tanah wakaf berasal dari bekas hak milik adat,
dikenakan biaya proses konyersi atat_: proses pengakuan hak,

biaya pendaftaran untuk penerbitan sertifikat atas nama wakif
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atau atas nama nadzir dan biaya pengganti cetak blanko/
formuiir.

¢) Apabila tanah wakaf tidak jelas statusnya, dikenakan biaya
proses permohonan hak, biaya pendaftaran untuk penerbitan
- sertifikat atas nama Nadzir dan biaya pengganti cetak blanko/
- formulir.

d) Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c diatas,

menggunakan tolok ukur satuan biaya Prona.

Menindak ianjuti Juklak persertifikatan tanah wakaf
tersebut, diadakanlah kerjasama yang sifainya koordinatif antara
Menteri Agama Rl dengan kepala Badan Pertanahan Nasional
berupa instruksi bersama Menteri Agama Rl dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 4 dan 24 tahun 1990 tentang
Sertifikasi Tanah Wakaf, yang intinya menginstruksikan bahwa
untuk sertifikasi tanah wakaf digunakan tolok ukur satuan biaya
Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) sebagai dasar
pembiayaan penyelesaian sertifikat tanah wakaf.

Jumiah seluruh biaya yang diperlukan dalam proses
pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut adalah Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah), dimana seluruh biaya tersebut

ditanggung oleh pemerintah (berdasarkan Anggaran Departemen
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Agama Tahun 1990/ 1991 tentang Kegiatan Pensertifikatan Tanah
‘Wakaf dan Penataran Nadzir Wakaf).*"

Anggaran Departemen Agama tahun 1890/ 1991 yang
sangat terbatas tersebut. Akhirnya habis tahun 1994. untuk tahun
1995 keatas tidak ada anggaran lagi, sedangkan pendaftaran tanah
yang berwujud sertifikat tanah wakaf realisasinya hanya sebagian,
sedangkan sisanya didaftarkan oleh nadzir (pengurus tanah wakaf)
memakai dana dari si wakif sendiri atau bantuan infaq dari
masyarakat.

Dari hasi riset di kantor Pertanahan Kota Palembang,
untuk pensertifikatan tanah wakaf sekarang hanya diperiukan biaya
pengukuran. Misalnya fuas tanah yang diwakafkan itu sebesar 0 M2
sampai dengan 2000 M? untuk daerah perkotaan dikenakan biaya
Rp. 46.200,- (empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) sedangkan
untuk daerah pedesaan dengan luas seperti tersebut diatas
dikenakan biaya Rp. 38.500 (tiga puluh delapan ribu lima ratus
rupiah). Untuk biaya pengukurari luas tanah melebihi dari 2000 M?

dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

1 wawancara dengan Bapak H. Musaddad Kholil Kepala KUA Kec. ifir Barat Il Kota
Palembang tanggal 25 Juni 2003
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Tabel 4.4. Daftar Biaya Pengukuran Drk - PPL Kantor Pertanahan

Kabupaten/ Kotamadya Se Propinsi Sumatera Selatan

2 Biaya
No . Luas(V) Perkotaan (Rp.) Pedesaan(Rp.)
1 2 3 4
1 - 0~-2000 46.200 38.500
2 2.000 - 2.500 55.000 . 45.100
3 2.500 — 3.500 70.400 57.200
4 3.500 - 5.000 §3.500 77.000
5 5.000 - 7.000 122100 100.100
6 7.000 - 9.500 156.200 128.700
7 9.500 - 12.500 196.900 161.700
8 12.500 — 16.000 242.000 200.200
g 16.000 —~ 20,000 293.700 242.000
10 20.000 - 24.000 350.900 289.300
11 24.500 - 29.500 413.600 341.000
12 29.500 - 35.000 480.700 397.100
13 . 35.000 - 41.000 664.400 457.600
14 41.000 - 47.500 633.600 522.600
15 47.500 - 54.500 717.200 591.800
16 54.500 - 62,000 807.400 665.500
17 62.000 - 70.000 902.000 744.700
18 70.000 -~ 78.500 ~1.003.200 827.200
19 78.500 — 87.500 1.108.800 915.200
20 87.500 ~ 100.000 1.255.100 1.035.100

Sumber data: Data Sekunder BPN Propinsi Sumatera Selatan

Jika tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat dan akan dibalik
nama atas nama nadzir tidak dipungut biaya apapun (Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 7 tahun 1999 tentang Penghentian Pungutan-Pungutan
Tertentu di Bidang Pertanahan). Sedangkan untuk proses
pensertifikatan tanah wakaf dilaksanakan seefisien mungkin yaitu
hanya mengisi blangko surat permohonan pendaftaran tanah wakaf

(bentuk W.7) dengan melampirkan surat-surat bukti pemilikan, surat
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pengesahan Nadzir serta Akta lkrar atau Akta Pengganti Akta Ikrar
! ‘Wakaf 52 |

4.3. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan
Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan llir Barat Il Palembang

Perundang-undangan perwakafan (PP Nomor: 28 tahun

1977) telah berusia 26 tahun, ternyata pelaksanaannya belum

berjalan sebagaimana yang diharapkan, masih banyak mengalami

hambatan. Hambatan itu antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 belum
memasyarakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu
umat Islam.

2. Terbatasnya dana untuk persertifikatan tanah wakaf.

3. Surat-surat bukti kepemilikan tanah kurang lengkap.

Disamping hal-hal tersebut, dari hasil wawancara dengan Nadzir

kelurahan 30 llir dan kelurahan 35 llir didapat temuan sebagai

berikut:

3.1. Nadzir yang ditunjuk oleh kepala KUA kec. llir Barat I
Merangkap untuk beberapa macam jenis penggunaan
tanah wakaf. Misalnya di kelurahan 30 llir sebagai Nadzir
ditunjuk Bapak M. Soleh Nanang, BA (Sebagai ketua

Nadzir)  untuk beberapa tempat peribadatan (langgar

% Wawancara dengan bapak Arifin Nur, SH Selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 25 Juni 2003.
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dan Mesjid) sekaligus juga Nadzir untuk sekolah
madrasah. Umumnya yang ditunjuk 6Ieh KUA sebagai
Nadzir adalah P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah)
kelurahan masing-masing untuk menginventarisasi tanah-
tanah wakaf yang belum terdaftar dalam rangka
penertiban tanah Wakaf (sesuai Instruksi Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 1989 tentang
Pembuatan Akta lkrar Wakaf dan Persertifikatan Tanah
Wakaf). Akan tetapai P3N tersebut kurang memahami
dan tidak mengerti soal perwakafan tanah (Para P3N
tersebut belum diberi penyuluhan masalah hukum
khususnya dalam bidang perwakafan tanah milik). Hal inj
terbukti P3N tersebut tidak mengetahui bahwa dia
ditunjuk sebagai nadzir dan siapa anggota-anggotanya.
Nama nadzir yang tercantum di sertifikat hanya unfuk
melengkapi persyaratan saja agar dapat diterbitkan
sertifikat tanah wakaf. Seperti yang telah diuraikan di
muka bahwa kurangnya pemahaman nadzir mengenai
persoalah hukum khususnya hukum perwakafan, dapat
mengakibatkan nadzir tidak tahu akan kewajiban dan
hak-hak para nadzir. Untuk mengatasinya periu diadakan

penyuluhan/penataran kepada para nadzir atau diberikan
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buku petunjuk/brosur yang berhubungan dengan masalah

perwakafan.

3.2. Menurut Pasal 1 ayat (4) PP Nomor: 28 tahun 1977,

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang
diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda
wakaf. Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP
Nomor: 28 tahun 1977 yang berbunyi:

a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi
kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan —
ketentuan yang diatur lebih lanjur oleh Menteri Agama
Sesuai dengan tujuan wakaf.

b. Nédzir diwajibkan membuat laporan secara berkala
atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nadzir
adalah orang yang memelihara dan mengurusi fanah wakaf
serta wajilb membuat laporan secara berkala ke kantor Urusan
Agama Kecamatan. Laporan itu berupa hasil pencatatan,
pengelolaan, penggunaan hasil tanah wakaf dan perubahan
anggota nadzir, tetapi pada hasil riset di kecamatan llir Barat ||
tidak terhadat tanah wakaf yang sifatnya produktif maka laporan

berkala yang harus dibuat oleh Nadzir pada akhir bulan
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‘Desember setiap tahun hanyalah mengenai keadaan anggota

nadzir.

Seperti yang telah diuraikan dimuka bahwa
pencantuman nama nadzir hanyalah formalitas untuk
melengkapi persyaratan dalam menerbitkan sertifikat tanah
wakaf dan para nadzir tersebut tidak pernah membuat laporan
secara berkala ke KUA:

Mengenai adanya gugatén dari wakif maupun ahli
warisnya kepada nadzir soal tanah wakaf belum pernah terjadi
di wilayah Kecamatan (lir Barat |l Palembang, namun setelah
penulis mengadakan riset di Pengadil_an Agama Kelas 1A
Palembang, persoalan mengenai penarikan kembali tanah
wakaf pernah terjadi yaitu gugatan yang diajukan oleh para ahli
waris (gugatan terjadi tahun 1992 di wilayah kecamatan
Sebelang Ulu 1), sedangkan tanah tersebut oleh wakif
(almarhum) sudah lama diwakafkan dan telah dibuatkan Akte
Ikrar Wakaf. Namun kerena kesulitan dana maka belum dibuat
bangunan sesuai dengan Akte lkrar Wakaf sampai pada
akhirnya si wakif wafat, bangunan yang diwakafkan tersebut
belum juga terealisasi. Ahli waris keiﬁudian menggugat Nadzir
melalui Pengadilan Agama kelas |IA Palembang, akhirnya

putusan Hakim me'r_nenangka’n nadzir {tergugat).
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Peraturan Pemeritnah Nomor: 28 tahun 1977 dan
Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan/ mengatur masalah
penarikan kembali harta wakaf. Menurut hukum islam definisi
wakaf itu adalah melepaskan hak milik atas sesuatu benda yang
tetap, yang tidak habis dikonsumsi, menjadi milik Altah, yang
berarti tidak boleh lagi dijadikan objek transaksi, hanya manfaat
atau hasilnya yang boleh diambil oleh pihak siapa wakaf itu
ditujukan, yang pada umumnya untuk kepentingan umum, atau
‘untuk mereka yahg memeriukan bantuan atau golongan fakir
miskin. Adalah sesuatu tindakan yang ironis, apabila terjadi
seseorang yang telah mewakafkan hartanya, kemudian menarik
kembali wakafnya. Karena itu di sinilah letak urgensinya,
seorang wakif benar-benar mempertimbangkan secara masak
sebelum mewakafkan harta bendanya. Termasuk di dalamnya
meminta pertimbangan kepada ahli waris agar kelak kemudian
hari, tidak timbul penyelesaian akibaf tindakannya itu karena
begitu ikrar di ucapkan maka kepemilikan wakif menjadi gugur
dan beralih menjadi milik Aflah.

Wakaf sebagai tindakan yang mumi hanya
mengharapkan ridha Ailah, hendaknya dilakukan setelah syarat-
syarat terpenuhi, seperti telah memiliki kecakapan untuk

melakukan perbuatan hukum, harta benda yang diwakafkan itu

(UPT-PUSTAL-THDIP
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milik sempurna dan dalam melakukan tindakannya itu benar-
benar atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Selain itu, keterlibatan saksi dan petugas vyang
diserahi tugas untL'nk mewujudkan adanya tertib hukum dan
administrasi, seperti pejabat pembuat akta ikrar wakaf, badan
pertanahan nasional dan lain-lain memiliki peran yang sangat
positif bagi pelaksanaan wakaf itu sendiri keterlibatan mereka
semata-mata bukan kepentingan administrasi, namun secara
substansial mempunyai fungsi strategis, untuk menghindari
kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf
tersebut. Termasuk dalam hal ini, adanya kemungkinan
desakan-desakan yang dilakukan oleh para ahli waris atau
pihak yang berkepentingan, utnuk mempengaruhi wakif untuk
menarik kembali wakaf yang telah diikrarkan.

Penarikan kembali badan wakaf oleh wakif maupun
ahli warisnya dapat dilakukan apabila pemanfaatan benda
wakaf telah nyata-nyata menyimpang dari tujuan dan syarat
yang ditentukan, wakif dapat menarik benda wakaf tersebut
kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama

wakaf. Karena betapapun juga, penyimpangan benda wakaf
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"harus diluruskan. Namun sekali lagi penarikan kembali tadi

bermaksud untuk dimilikinya kembali menjadi miliki pribadi.®

Peﬁerimaan Tanah Wakaf Oleh nadzir Terhadap Tanah Wakaf
Yang Belum Terdaftar

Ada pernyataan (sighaf) kehendak dari wakifyang hendak
mewakafkan tanahnya yang terjadi sebelum terbentuknya PP
Nomor: 28 tahun 1997, umumnya dilaksanakan secara lisan baik
kepada pengurus tanah wakaf maupun masyarakat setempat.
Menurut hukum Islam hal tersebut sudah sah, disamping harus
memenuhi persyaratan yang lainnya yaitu; ada orang yang
berwakaf (wakif), ada benda yang diwakafkan (mauklif), ada tujuan
atau tempat kemana harta diwakafkan (maukul”alaih)

Diketahui bahwa amalan wakaf itu terjadi seketika artinya
wakaf telah terjadi sesudah wakif (orang yang berwakaf)
mengucapkan ikrar (sighaf). Jadi. penerimaan atau Kabu/ dari
maukufalaih (tujuan wakaf) tidak diperfukan.

Tanah wakaf yang belum terdaftar yang diterima oleh

nadzir dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

% Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia.PT Raha Grafindo Persada, Jakarta, 1995,

hal. 515

> Saroso, Nico Ngani, Tinjfauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milk, Liberty,

Yogyakarta, 1984, Hal, 11
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1) Belum terdaftar di Kantor Urusan Agama.Kecamatan Jlir Barat i
untuk mendapatkan Akta lkrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta
Ikrar Wakaf.

2) Belum terdaftar di kantor pertanahan kota Palembang untuk
mendapatkan tanda bukti hak berupa sertifikat tanah wakaf.
Hasil riset pada Nadzir kelurahan 30 liir dan 35 llir kecamatan ilir
Barat 1l terdapat temuan bahwa antara pengurus tanah Wakaf
dengan Nadzir adalah orang yang berbeda. Pencantuman nama
Nadzir beserta anggota-anggotanya hanya merupakan formalitas
saja sebagai kelengkapan persyaratan untuk menerbitkan sertifikat
tanah wakaf. Jadi tanah yang:sudah diwakafkan tetapi belum
didaftarkan ke Kantof Urusan Agama Kecamatan llir Barat Il untuk
dibuatkan Akta lkrar wakaf atau Akta Pengganti Akia lkrar Wakaf,
belum tahun siapa nadzirnya karena yang menentukan nadzir

tersebut adalah ketua KUA kecamatan lliir Barat || Palembang.

Untuk menertibkan tanah-tanah wakaf yang ada di seluruh

Indonesia pemerintah dalam hal ini Departemen Agama

memberikan bantuan dana yang dituangkan dalam suatu instruksi

Menteri Agama Republik Indoensia Nomor: 15 tahun 1989 Tentang

pembuatan Akta lkrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf,

maka seluruh tanah wakaf yang belum terdaftar dibuatkan akta
ikrar Wakaf maupun akta pengganti akia ikrar wakaf sekaligus

didaftarkan untuk dapat diterbitkan sertifikat tanah wakafnya dan
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para Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan masing-
, masing yang menginventarisasikan tanah wakaf tersebut ditunjukan

oleh kepala KUA sebagai nadzirnya.

4.4.1. Kewajiban Penerima Tanah Wakaf Sebelum Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 Untuk
Mendaftarkan Tanah Wakaf. |

Di dailam Pasal 10 peraturan pemerintah Nomor; 28 tahun
1977 memuat Ketentuan-ketentuan adanya kewajiban untuk
mendaftarkan tanah-tanah wakaf. Yang tujuannya tidak lain adalah
untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya.
Tata cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum
PP Nomor: 28 tahuh 1977, diatur dalamPasal 15 dan 16 Peraturan
Menteri Agama no. 1 tahun 1978 yo peraturan Dirjen Angka VI,
Tata cara pendaftaran tanah wakaf tersebut diatur sebagai berikut;
1) Terhadap tanah wakaf yang telah ada sebelum dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977, maka Nadzir
yang bersangkutan harus mendaftarkan menurut bentuk Blanko
W.D (terlampir) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat.
2) Apabila nadzir sudah tidak ada lagi, maka wakif atau ahli

warisnya atau anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat
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4)

6)
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yang mengetahui harus mendaftarkannya pada kantor urusan

agama kecamatan setempat.

Apabila orang-orang tersebut diatas sudah tidak ada semua,

maka kepala Desa tempat tanah wakaf itu harus mendaftarkan

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Pendaftaran tersebut harus disertai:

a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan
kepala desa tentang perwakafan tersebut,

b. 2(dua) orang yang menyaksikan ikrar wakaf atau saksi-saksi
istifadhah (yanziq mengetahui atau mendengar tentang
perwakafan tersebut)

Untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf sebagai dimaksud

diatas ditetapkan Akta Pengganti tkrar wakaf (APAIW)

Selanjutnya kepala kantor Urusan agama selaku pejabat

pembuat akta ikrar wakaf, setelah menerima permohonan

tersebut:

a) Meneliti keadaan tanah wakaf

b) Meneliti dan mengesahkan nadzir

¢) Meneliti saksi-saksi |

d) Menerima penyaksian tanah wakaf

e) Membuat akta pengganti akta ikrar wakaf menurut

bentuk W.3.
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fy Membuat salinan akta pengganti akta ikrar wakaf menurut
bentuk W.3A

g) Menyampaikan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar
kedua kepada Bupati/ Walikotamadya kepala daerah Cq.
Kepala kantor pertanahan sebagai lampiran surat
permohonan pendaftaran.

h) Mengirim akta pengganti akta ikrar wakaf lembar ketiga
kepada pengadilan agama yang mewilayahi tanah wakaf
tersebut.

i} Menyampaikan salinan akta pengganti akta lkrar wakaf
lembar pertama kepéda wakif atau ahli waris, lembar kedua
kepada nadzir, lembar ketika kepada kandepag, lembar
keempat kepada kepala desa.

i} Memasukan akta penggainti akta ilkrar wakaf dalam daftar
akta pengganti aktar ikrar wakaf.

K} Menyimpan dan memelihara aktar dan daftarnya.

) Mengurus pendaftaran ke kantor pertanahan setempat
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Dari hasil riset, sebagian kecil tanah wakaf yang ada di
kecamatan lir barat Il yang diwakafkan sebelum adanya PP no 28.
tahun 1977 sudah didaﬁarkan ke KUA kec. llir Barat |l Palembang

untuk dibuatkan Akta pengganti akta ikrar wakaf oleh pengurus
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tanah wakaf yang sekaligus juga adalah nadzinya (nadzirnya
tersebut ditunjuk oleh wakif sendiri).

Dari semua uraian yang telah penulis sebutkan di atas,
apabila dihubungkan- dengan masalah perwakafan tanah, maka
adanya keharusan untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf tersebut
yaitu untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat dan mempunyai kepastian
hukum, baik mengenai objek haknya maupun mengenai subjek
haknya (pemegang haknya) dalam hal ini pemegang haknya
adalah nadzir yang mempunyai kewajiban bertindak sebagai
pengurus dan pengelola tanah wakaf tersebut.

Dengan telah 'bersertifikat tanah wakaf tersebut, maka
disamping dapat dihindarkan masalah-masalah yang tidak
diinginkan maka yang timbul di kemudian hari, juga untuk
mencegah jangan sampai lembaga perwakafan terbawa-bawa ke
depan pengadilan yang dapat memerosotkan wibawa dan syariat

Islam serta untuk pengamanan kelestarian tanah wakaf itu sendiri.




108

BABV

PENUTUP

Berdasarkan Llraian—uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada

akhir penulisan ini dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai

berikut;

5.1. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kota Palembang di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I untuk mendapatkan
Akta Ikrar atau Akta Penganti Akta |krar Wakaf sudah selesai
dengan apa yang telah ditentukan oleh Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 jo Permendagri Nomor: 6
Tahun 1977 dan Pasal 223 Kompilasi Hukﬁm Islam baik itu berupa
tan_ah wakaf yang baru maupun yang lama karena penulis tidak
memperoleh data perwakafan tanah yang dilaksanakan sebetum
tahun 1980. Data seluruh tanah wakaf yang ada saat ini yaitu
sebanyak 86 (delapanpuluh enam) buah, telah mendapatkan Akta
lkrar Wakaf 38 (tigapuluh delapan) buah dan sisanya 48 (empat
puluh delapan) buah telah mendapat Akta lkrai Wakaf dan
sejumiah 77 buah sudah bersertifikat sedangkan sisanya sebanyak
9 buah sedang dalam proses di kanfor Pertanahan Kota
Palembang. Demikian juga prosedur pendaftaran tanah wakaf di

Kecamatan llir Barat |l sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal
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10 PP Nomor: 28 Tahun 1977 jo Permendégri Nomor: 8 Tahun

1977 dan Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam.

. Biaya Yang Diperiukan DalamPendaftaran Tanah Wakaf Yaitu:

segala biaya yang menyangkut perwakafan tanah sepanjang
mengenai administrasi perwakafan tanah milik pada instansi-
instansi Departemen Agafna ditiadakan, kecuali bea materai, Hal ini
berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Agama
Nomor: 1 tahun 1978 angka V Lampiran Il Peraturan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Isiam Nomo: Kep/D/75/78. Untuk
menindak lanjuti Juklak Persertifikatan tanah wakaf tersebut
diadakan kerjasama yang sifatnya koordinatif antara Menteri
Agama Republik Indor;esia dengan Kepala Badan Pertanahan
Nasional berupa instruksi bersama Menteri Agama Republik
indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4
Tahun 1990 tentang sertifikasi Tanah wakaf digunakan tolok ukur
satuan biaya proyek operasi Nasional Pertanahan (PRONA)
sebagai dasar pembiayaan penyelesaian sertifikat tanah wakaf,
dan di Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang, untuk
pensertifikatan tanah Wakaf sekarang hanya diperlukan biaya
pengukuran sesuai dengan letak tanah tersebut. Sedangkan tanah
wakaf yang telah bersertifikat dan akan dibalik nama atas nama
nadzir tidak dipungut biaya apapun (Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7 Tahun 1999
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tentang Penghentian Pungutan-Pungutan Tertentu di Bidang
Pertanahan).

. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Perwakafan
Tanah Milik di Kecamatén llir Barat Il Palembang banyak
mengalami hambatan, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 belum
memasyarakat ditenggh-tengah kehidupan masyarakat, yaitu
umat Islam.

b. Terbatasnya dana untuk pensertifikatan tanah wakaf.

C. Surat-surat bukti kepemilikan tanah kurang lengkap.

c.1. Nadzir yang ditunjuk oleh Kepala KUA Kecamatan llir
Barat Il merangkap untuk beberapa jenis penggunaan
tanah Wakaf.

c.2. Pencantuman nama nadzir hanyalah formalitas untuk
melengkapi persyaratan dalam menerbitkan sertifikat
tanah wakaf dan para nadzir tersebut tidak pernah
mempuat laporan secara berkala ke KUA.

Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, keterlibatan saksi
dan petugas yang diserahi tugas untuk mewujudkan adanya tertib
administrasi, seperti Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakéf (PPAIW),
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lain-tain memiliki peran
yang sangat positif bagi pelaksanaan wakaf itu éendiri, keterlibatan

mereka semata-mata bukan kepentingan administrasi, namun
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secara subtansial mempunyai fungsi strategis, untuk menghindari
‘kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut.
4. Tanah wakaf yang belum terdaftar vang diterima oleh nadzir dapat
diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:
a. Belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan liir Barat
II'untuk mendapatkan Akta lkrar Wakaf atau Akta Pengganti
Akta lkrar Wakaf.
b. Belum terdaftar di kantor pertanahan kota Palembang untuk
mendapatkan tanda bukti hak berupa sertifikat tanah wakaf.
Untuk menertibakan tanah-tanah wakaf vang ada di seluruh
Indonesia Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama
memberikan bantuan dana yang dituangkan dalam suatu instruksi
Menteri agama Republik indonesia Nomor: 15 Tahun 1989 Tentang
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang belum terdaftar dibuatkan Akta
Ikrar Wakaf maupun Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf sekaligus
didaftarkan untuk dapat diterbitkan Sertifikat tanah wakafnya dan
para Pegawéi Pembantuy Peﬁcatat Nikah (P3N) Kelurahan masing-
masing yang menginventarisasikan tanah wakaf tersebut ditujukan
oleh Kepala KUA sebagai nadzirnya.
Dari semua urajan y.ang telah penulis sebutkan diatas, apabila
dihubungkan dengan masalah perwakafan tanah, maka adanya
keharusan untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf tersebut yaitu unfuk

memperoleh sertifikat tanah wakaf yang beriaku sebagai alat
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pembuktian yang kuat dan mempunyai kepastian hukum, baik
'me,ngenai subyek haknya (pemegang haknya) dalam hal ini pemegang
haknya adalah nadzir yang mempunyai kewajiban bertindak sebagai
pengurus dan pengelola tanah wakaf tersebut.

Dengan telah bersertifikat tanah wakaf tersebut, disamping
dapat dihindarkan dari masalah-masaiah yang tidak diinginkan yang
timbul dikemudian hari, juga untuk mencegah jangan sampai Lembaga
Perwakafan terbawa-bawa ke depan pengadilan yang dapat
memerosotkan kewibawaan dan syariat Islam serta untuk pengamanan

pelestarian tanah Wakaf itu sendiri.

5.2, Saran
Adapun saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak yang
berkepentingan dalam menghadapi? masalalj perwakafan, antar lain
dapat dikemukakan sebaéai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 beserta
peraturan pelaksanaan lainnya perlu disebar luaskan agar
 masyarakat mengetahui, sehingga peraturan pemerintah
tersebut benar-benar memasyarakat, jangan hanya
berpegang pada fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap
peraturan yang diundangkan dianggap semua orang telah

mengetahuinya.
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2. lehih ditingkatkan lagi penyuluhan — penyuluhan atau seminar
tentang berbagai aspek perwakafan kepada masyarakat
Khususnya para nadzir dan wakif, agar masyarakat benar-
benar menyadari akan arti pentinya sertifikat tanah wakaf.

3. perlu ditingkatkan kerja sama, koordinasi antar instansi yang
saling terkait dalam perwakafan, agar dalam pelayanan
perwakafan yang berkepentingan mendapat kemudahan-
kemudahan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan
persyaratan surat-surat yang diperlukan.

4. mengingat masalah biaya merupakan salah satu kesulitan
dalam pelak§anaan perwakafan tanah, baik untuk_biaya
penyuluhan mau'pun biaya penerbitan sertifikat, maka ada
baiknya pemerintah dalam hal ini Menteri Agama Republik
Indonesia menganggérkan kembali dana untuk membantu
pembiayaan pendaftaran tanah wakaf dan untuk penataran/
seminar para nadzir.

5. Sebagai ketua Nadzir dapat ditunjuk satu orang saja untuk
beberapa jenis perwakafan misalnya P3N (Petugas
Pembantu Pencatat Nikah) kelurahan setempat. Sedangkan
anggotanya harus mengurus tanah wakaf sehingga dapat
berfungsi sebagai nadzir dalam arti yang sebenarnya yaitu
mengurus, memelihara dan mengawasi tanah wakaf. Dengan

demikian secara tidak langsung dapat terjaga kelestarian
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tanah wakaf dan kelangsungan tertib administrasi perwakafan
itu sendiri. Disamping itu juga untuk dapat dengan mudah
diketahui apabila salah seorang nadzir meninggal dunia atau
mengundurkan diri sehingga dapat segera dilaporkan ke

kantor urusan agama setempat agar ditunjuk penggantinya.
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